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KEPUTUSAN MENTERL AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 500 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN

SI3TEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

*
[

bahwa untuk meningkatkan terbh adminisirasi,
efisiens), efekuviias, dan akuniabihitas dalam
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
pada Kementerian Agama, perlu menyusun pedoman;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam hurul 2, periu menetapkan Keputusan
Menteri Agama teniang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah peda Kementerian

Apama,

. Undang-Undeng Nemior 17 Tahun 2003 tentang

Keuanpgan Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia
Takhun 2003 Nomar 47, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 4280);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2004 Nemor 5, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturaiy Pemerintah Nemor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendslian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4890);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Orpanisasi Kementerian Negare  (Lembaran  Negara
Republik Tndonesia Tahun 2015 Nomer 8;

. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agama (Lembaran Negara  Repubilik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168),

Peraturan Menter Agama Nomor 24 Tahun 2011 lentang
Penyclenggarsan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Linglkunpan Kemenieran Agama [Lembaran Negara
Republike Indonesia Tahun 201 1 Nomor G,
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7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tehun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di
Lingkunpgan  Kementerian Agama  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor BS1);

Peraturan Menter: Agama Nomar 42 Tehun 2016
tenlang Organisasi dan Tata Kedja Kementeriun Againa

(Berita Negara Repuhblik Indonesia Tahun 2016 Nomot
1945}

MEMUTUSKEAN:

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
FEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA,

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern  Pemerintah  (SPIP) pada Kementerian Agama
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
begian tidak terpisabhkan dari Keputusan ini,

Menetapkan Kuesioner Evaluasi Lingkungan Pengendalian
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIF) pade Satuan
Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agame
schagaimana (ercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tdak terpisahkan dari Keputusan ini,

Menetapkan Formulic SPIP-O1 sampai dengan  Formulir
SPIP-14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan inl,

Pelaksanaan SPIP pada Kementerian Agama dikoordinasikan
olch Sekretariat Jenderal.

Evaluasi polaksanaan SPIP dilaksanakan oleh Inspektorat
Jenderal.

Sehuruh Satuan  Kerja/Unit Pelaksana Teknis pade
Kementerian Agama wajib mclaksanakan SPIP  sesnai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.

r Untuk mengpordinasikan pelaksanaan SPIP scbagaimeana

dimaksud dalam Diciim KEEMPAT, pimpinan Satuzn
Kerja/Unit Pelaksana Teknis wajib membentuk Satuan
Tugas SPIP yang selanjutnya disebut Satgas SPIP.

Pelaksanaan BPIP pada Kementerian Agama sebageimana
dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, meliputi;

a. pengendalian tingkal organisasi/kebijakan; dan

b. pengendalian tingkar kegiatan/ operasional.



KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlalky pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkasn di Jakarta
pada tanggal 27 duni 201¢

MENTERT AGANA
REPUBLIK INDONESA,

-

§ LUKMAN fiakImM SAIFUDDING
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LAMPIRAN |

KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR s20  TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA

BARB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Tntern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk
mencapal pengelolaan keuangan negara yang efektil efisien, transparan,
dan akuntabel, menteri /pimpinan lembaga, gubernur, dan bugati/walikots
wajih  melakukan  pengendalian atas  penyelenpgaraan  kepistan
pemerintahan. Pengendalian atas penyelengzaraan kegiatan pemerintahan
dilaksanakan dengan berpedoman pada  Sistem Pengendalinn  Intern
Pemerintah,  Sistem Fengendalian  Intern  Pemeriniah beriujuan  untuk
memberikan keyakinan yang memadal bagi tercapainya efektivitas dan efisiersi
Pencipeian  tujuan pPenyclenggarasn  pemerintahan nopgera,  heandalan
pelaporan  keuangan, Pengamanan  aset négara, dan  ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 24
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian  Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama, menyatakan bahwa Menter
berwenang  melakukan pengendalian penvelenggaraan  program
Pembangunan di bidang agame untuk mencapai pengelolaan Kouangan
Regara yang efckdf, efisien, transparan, dan akuntabel dj lingleumngan
Kementerian Agama yang dilaksanakan melahj Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan ayat (2) menyatakan bahwa Unit Kerja Mandir bertangpung
jawab menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai

dengan lingkup tupas dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh Sckretaris
Jenderal,

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan
pedoman  pelgksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  pada
Kementerian Agama bagi seluruh Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis,
maeka perlu menyusun pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah agar terdapat kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam
menerapkan Sistem Pengendaian Intern Pemerintak secara  efekil di
Inglkunpan Satuan Kerja,Unit Pelaksana Teknis sehingga scluruh Satuan
Kerja/Unit Pelaksana Teknis memiliki mekanisme yang jelas dan dapat
dipantau sccara periodik baik oleh pimpinen Satuan Kerja/Unit Peloksans
Teknis maupun Satuan Tupas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

E. Maksud, Tujuan, dan Sazaran
1. Maksud
Reputusan ini dimalksudiean sebapgai pedomen bag pejabat dan/atan
pegawal  Kementerian  dalam pengembangan  kebijakan, perencanzan
strukiur dan fungsi pengendalian intern, serta sistem dan prosedur vang
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terkait dengan pPeOerapan Sistem Pengendalian nicen Pemerintah pada
Kementerian Apama.

2. Twuan;

4. terciptanyae Lngkungan pengendalian yang memadai melalu evaltuasi
lingkungan penpendalian, rencan: aksl serta pemantausn secara
berkala dan konsisten:

b, teridentifikasinya risike baik tinglat organisasi/kebijakan maupun
Lingkat kegiatan/operasionsl pada scliap Saluan Kerja, Unit
Pelaksana Telnis Kementerian Agama;

€. terumuskannyva rencana xegiatan pengendalian atas kelemahan
lingkungan pengendalian dan risiko yang teridentifikasi baik risike
tingkat organisasi/kebijakan maupun tingkat kegiatan/operasional
pada setiap Satuan Kerja/Unit Pelaksang Teknis Kementerian
Aparma;

d. terkomunikasikannya kegiatan pengendalian  atas kelemahan
lingkungan pengendalian dan risiko yang teridentifikasi baik risiko
tingkat organisasi/kebijakan maupun tingkat kegiatan/operasional,
kepada seluruh jajaran pimpman Satuan Kerja/Unil Pelaksans Teknis
Kementerian Agama dan penanggung juowab program/kegistan secara
efektif;

e, terintegrasikannys  proses penanganan  risiko dalam  kepiatan
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinega;

I. terpantaunya seluruh proses pelaksanaan sistem peripendalian intern
pada Kementerian Agama secara berkals: dan

g ferlaporkannya pelaksanaan sistem  pengendalian  intern pada
Kementerian Agama secara tepat wakty,

3. Sasaran
f. tercapainya tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan pada
Kementerian Agama secara efelotif dan efisiensi:
b. tersajinya laporan kevangan Kementerian Agama yvang handal;
€. terwujudnya pengamansn aset negara/barang milik negara vang
efcktif; dan

d. rerwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bagi
seluruh ASN Kementerian Agama yeng oplhimal,

C. Prinsip

Prinsip penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalalh:

. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Hal paling utama yang harus mendapatkan perhanan  adalah
ketidakpatuhan terhadap pecaturan perundang-undangan. Demikian pula
langkah-langkah pengendalisnnyva juga harus memperhatikan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Berorientas: Jangka Panjang
Pengendalian tidak hanyn untuk mengatasi risiko-risiko jangka pendek
tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampeknoya
SECArA jangka panjaug.

3. Berimbang
a. keputusan yang diambil dalam pencrapan Sistem Penpendalian Intern
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FPemerintah  harus memperhatikan  pemangky
ﬁmﬁmmﬂasj sccara berimbeng dan tidak umnd.alfuk}ukﬂ
kepentingsn Istakeholders) tertenty; dan

b. dalam proses penerapan Sistem Pengendalian Tojer Peaierintah dan
langkah-lar!gkah pengendaliannya atas risiko teridentifikasi harus
memperhatikan bahwa bisva pengendalinn risilie tidak boleh lebih
besar dari konseluensi rsiko it sendiri,

kepentingan
8 pemangku

D. Faktor-fakter Kunei Kelwerh

: asilan Penerapan Sistemn Pengendalian Intern
Pemerintah

Fakior-faktor keberhasilan Yang secard khusus terkait dengan keberhasilan
pencrapan Sistem Pengendalian Intern Pemerisitah adalah sebagai berikut:
I. adanya komitmen terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan;

2. adanya pihak yang ditetapkan yang secara langsung bertanpmung jawab
untuk  mengoordinasikan pelaksanann  Sistem  Pengendalian Intern
Pemerintah;

3. adanys kesaduran dari selap oreng di lingkungan Satusn Kerja/ Unit
Pelaksana Teknis terhadap prinsip penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah untuk menciptakan kultur/ budays yang tepal dan memahami
manfaat yang dapat diperleh dari pengelolaan kegiatan vang efeknif;

4. adanya kehijakan pengelolasn risileo (rsk manuagement Policy] yang merineci
peranan dan  tangpung jaweb  dan pimpinan dan pelaksins Sanian
Kerja/Unit Pelaksana Teknis:

9. adanya metodologi pengelalaan risiko yvang menvelumh;

6. adanya pelatihan untuk sehimih pimpnan dan pelaksana, baik pelatihan
penerapan Sistem Pengendalisn Intern Pemerintah BECEMR umum untule
tyjuan kesadaran risike (risk awareness) maupun pelatihan vang lebih ring:

7. adanya pemnantaiian Yang terus-menerus mengensl status pengelolaan
ko, dan

. adanya penpuatan |refnforcement) yang mencakup Indikator Kinerja Utama
[Kew Performance Indieators) (IKU KP), evaluasi individual, remunerasi, dan
sanls].

E. Unsur-Unsur Sistern Pengendalian Intern Pemerintah
Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan Pasal 4 PMA Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ci Lingkungan

Kementerian Agama, bahwa Sisterm Pengendalian Intern Pemerintah terdir
alas unaur:

Lingkungan Pengendalian;
Penilajan Risikn;

kegatan Pengendalian:

Informasi dun Komunikasi: dan
Pemantauan Pengendalian lotern,

U

F. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini, vang dimsksud dengan:

1. Sistern Pengendalian Intermn vang sclanjutnya disingkat SPl adalah proses
yang integral pada tindakar dan kegiatan yvang dilakukan secara lerus
menerus oleh pimpinan dan  seluruh pegawal untul memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
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yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan DENRAMANED

asel negarn, dan ketaatagn peraiuran perundang-undangan

. Bistemi Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP
adalah sistem pengendalian intem yang diselengparalean separn memyelurih

lerhadap  proses perancangan  dan  pelalessnean kebijakan  sera

PEILNCanaan, pengangpare, dan peliksanazn anggaran di lingkungan

kemnenterian/ lembegs.

- Risiko adalah kemungkinan kejadian yan

tufuan dan sasaran instansi pemerintah.

. Identifiltasi Risiko adalah proscs menetapkan apa, dimana, kapan,
mengapa, dan bagaimana sesuaty dapat terjudi, sehinpgs dapat

berdampak negatif terhadap pencapaion tujuan.

. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnyva disebut UPR zdalah unit yvang
memiliki  tanggung jawsh  terhada P pengelolaan dan  pelaksanaan

program /kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

- Pemilik Risiko adalah pimpinan unit yang memiliki tangeung jawab
terhadap pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai lugas

dan fungsi.

- =atuan Kerja vang dizelanjutnya disebut Satker adalah satuan-satuan di
bawah satuan organisasi vang melaksanakar sdministrasi tertenty dan

tidak memenuhi  unsur-unsur vang  menangani  administrasi

kepegawaian, keuangan dan urnum

. Unit Pelaksana Telmis yang diselanjutnya disebut UPT adalah bagian
dar: Satuan Kerja yang bersifat mandif vang melaksanakan tugas teknis

vperasional tertentu dan/atay lugas tekni= penunjang tertentu dari

organisasi indulnys,

- Menleri adalah Menteri Agama,

£ MEngancam pencapaian
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BAHII
SATUAN TUGAS Spip

Herdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011
tenteng  Penvelenggaraan Sistem  Penpendalian Intern  Pemerintah  dj
Linglkungan Kementerian Agama menyatakan bahwa untuk penvelengparaan
SPIP dibentuk Satuan Tugas Kementerian Agama Pusat yang ditetapkan aleh
Menteri dan Satuan Tugas pada masing-masing unit kerja mandir vang
ditetapkan aleh pimpinan unit kerja mandird, i
A. Batuan Tugas SPIP Kementerian Agama Pusat

Satuan Tugas SPIP Kementerian Agama  Pusat ditetapkar dengan
Keputusan Menieri,

1. Struktur Orpanisasi

Satuan Tugas SPIP Kementerian Apama Pusat terdis dart:

a. Pengarah adulah Menteri:

b. Penangming Jawahb adalah Sekreraris Jend eral;

c. Wakil Penangpung Jawab sdalah Direktur  Jenderal dan Kepala
Badan;

d. Pengendali Mutu adalah Inspektur Jenderal;

¢. Ketun merangkap Anggota sdalah Kepala Biro Orgunisasi dan Tats
Laksana;

L Wakil Ketua merangkap Anggeta adalah  Selretaris Inspelctorat
Jenderal:
E. Anggota adalal Kepala Biro dan Pusat pada Selretariat Jenderad,
Sekretaris Direlctorat Jenderal dan Sekreteris Badan,
h. UPR adalah Suokretariat Jenderal, Inspekiorat Jenderal, Direkiorar
Jenderal, Badan, Pergurian  Tinggi Keagamaan Negeri, Kantor
Wilavah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Apama
RKabupaten/Kota, Dala Diklat, Balai Litbang, Asrama Haji dan
Madrasah Negeri (MAN/ MTsN);
i. Pemilik Risike adalah Sckretaris  Jenderal, Inspektur Jenderal,
Direkktur Jenderal, Rektor/Ketua PTEN, Kepala Kanwil Kepala
Kankemenag Kabupaten/ Kota, Kepala Balai, Kepala Asrama Hajt, dan
Kepala Madrasah Negeri (MAN/MTsM);
J. Koordinator SPIP adalak:
|) Kepala Bagian Evalussi Kinerja  Orpanisasi  dan  Fasilitasi
Penyelesaian Hasil Penpawasan Bire Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Jenderal:

2) Kepala Bagjan Organisasi dan Tata Laksana, Kepegawaian dan
Hukum pada Unit Eselon | Pusat,

k. Administrator adalah:

1} Kepala Sub Bagian Penyelesaian Administrasi Hasil Pengawasan
Internal pada Selkretariat Jenderal; dan

2) Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Leksana pada Unit Eselon
I Pusat.

. SBekretariat adalah:

1} Kepala Sub Bagian Penyelesaian Administrasi Hasil Pensawasan
Eksternal pada Sekretariat Jenderal:

4] Kepala Sub Bapian Evaluasi Kinerja pada Sekretariat Jenderal,
tan

3] Pelaksana dan pejabat fungsivnal pada Bagian HEvalussi Kineria
Orgenisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan Biro
Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal,



2, Tugas

A

d.

Pengarah

Pengarah bLTFugslﬂ mengarahkan Fenyelengmarann SPIp Kementerian
MaA sesual dengan tijuan, kebijakan, dan rencena tindal Yarng

telah disusun. -

Penanggung Jawah

Penangamung Jawab bertugas:

1] mengoordinasikan penyelenggarean SPIP baik tingkat Kementerian
tingkat Sator /Kerja/ UPT;

4] memberilkan pertimbangan terkadap kebijakan penvelenggaraan
aPlF: dan

3] meningkatkan kualitas dan  efektifiras penyclenggarann  8D[p
Kementerizn Agoma

Wakil Penanggung Jawah

Walkil Penanggung Jawab bertugas:

1) membantn Penanpgung  Jawab  dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP, baik di lingkuripan kerjanya maupun pada
Sator/Kerja/LUPT:

2) membanty Peranggung Jawab dalam memberikan pertimbangen
terhadap kebijakan penyelenggaraan 3PP, baik di linglungan
kerjanya maupun puda Satker JUPT; dan

3) membantu Penanggung Jawab dalam meningkatkan kualitas dan
efektifitas penyelengearaan SPIP baik di lingkungan kerjanva
maupun pada Sator/Kerja/ UPT.

Pengendali Mutm

Penpgendali Mutu bertugas;

1) membantu Pengurah dan Penanggung Jawab dalam mengarahkan
dan menyusun kebijakan penvelenggaraan SPIP.

4] membantu Pengarah dan Penanggung Jawab dalam melaksanakan
pengendalian kualitas penyelengearaan SPIP;

3) melakukan evaluasi terhadap penvelenggaraan SPIP secara berleala
baik tingkat Kementerian maupun tingkat Sater/ Kerja/UPT: dan

4) memberikan saran terhadap perbaikan atas kelemzhan SPIP baik
tingkat Kementerian maupun tingkat Sator/ Kerja/UPT.

. Ketag

Ketua bertugas:

1) membantu  Penangming  Jawab  dalam mengoardinesikan
penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama:

<) menyusun  kebijakan tentang penyelenggarasn SPIP pada
Kementerian Agama;

3) menyusun rencana alesi atas kelemahan lingkungan pengendalian
Eementerian Agama:

4] melakukan identifikesi risiko tingkat Kementerianstrategik/
kebijakan setiap awal periode renstra dan Jatau revisi renstra;

5) menetapkan kebijakan pengendalian atas risiko teridentifikasi;

6) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
peoanggung jawab kebijalksan:

7} melukukan  pemantauvan  sccars berkals atas  efektifitas
pengendalian yang telah ditetaplan;

8] melakulan analisis atas laporan penyelenggaraan 8PP Satuan
Rerja/UPT setiap akhir tahun B EEETLTT;
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9] menyusun den meleksanalkan serta mengevaluasi rencana tindak
peningkatan mnturitas SPiP Kementerian Agama berdasarkan hasil
penilaian BPEP setiap tahun anggaran; dan

10)melaporkan  hasil penyelenpparaan SPIP  Kementecian Agama
kepada Menteri,

Waldil Ketua

Wakil Ketua bertugas:

1) membantu Ketua dalam m
Kementerian Agama;

2) membantu  Ketua dalam menyusun - kebijakan  tentang
penyelenpgaraan SPIP pada Satker/UPT Kementerian Agama;

3) membantu Ketua dalam menyusun rencana aksi atas kelemalinn
Iingkungan pengendalian Kemernterian Aguma;

4] membantu Ketua dalam melakukan Identifikas) Risiko tingkat
Kementerian / sirategilk/ kebijakan sctiap awal perinde renstra:

) membantu Ketua dalam menetaplean kebijakan pengendalian atas.
Risikn teridentifikeasi:

6) membantn  Ketua  dalam menginformasikan  kebijakan
pengendalian kepada seluruh venanggung jawab kebijakan:

7) membantu Ketua dalam melakukan pemantauan secara berkala
atas clektifitas pengendalian vang telah ditetapkan:

B) membanru Ketua dalam  melakukan analisis atas laporan
penyelenggaraan SPIP Satker/UPT scliap alchir tabnm anggacan;

9) membantu Ketun dalam menvusun dan melaksanakan serta
mengevalussi  rencana  tindak peningkstan  maturitas  SPIP
Kementerian Apama berdasarkan hasil penilaian BPKP seriap
tahiln anggaran: dan

10) mewakili Kemua dalam  melaksanaksn tgas, apabila Ketus
berhalangan.

Angeotla

Anggota bertugas:

1) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP Kementerian Apama di
ingleungan unit kerjanya secara efektil dan bertanggung jawab;

2) mengpordinasikan penvelengparasn SBIP di lingbungan kerjanya
MESIUg- masing:

3 memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan SPIP
di lingkungan kerjanya masing-masing; dan

4 memberikan saran dan masukan kepade Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP Kementerian Agama.

Pemilik Riasiko

Pemilik Risiko bertupas: )

I) membentuk Sarnan Tugas SPIP di lingkungen kerjanya masing-
masing;

2] mengpordinasikan pelaksanaan SPIP dj lingkungen kerjanya
maging-masing;

3) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPIP di lingleungan
kerjanya masing-masing secara berkala:

4} merindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten: dan

9] melaporkan penyelenggaraan SPIP kepada Menteri setiap awal
bulan Desember tahun besjalan,

Koordinator

Koordinator bertugss:

engoordinasikan Penvelengearaan SPIP
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1) menyusun bahan penyclenggarzan SPIp Kementerien Agama;

2) menyusun bahan penyusunan kebijakan tentang penyelenggaraan
SPIP pada Satker/UPT Kementerinn Agama;

3) menyusun bahan rencana akel atas  kelemahan linglungan
pengendalian Kementerian Agama, :

4 menyusun bahan Identifilcas] Risiko tingical
Kementerian/ strategilk / kebijakan setiap awal periode renstra;

3] menyusun hahan penetapan kebijakan pengendalian args Hisiko
terdentifikasi:

&) menyusun bahan  informas kebijakan  pengendalian kepaes
scluruh penanggung jawah kebijakan;

7} menyusun bahan pemantauan atas efektifitas pengendalian vang
telah ditetapkan:

B) menyusun bahan analisis atas laporan penvelenggarsan SpIp
Satker/ UPT setiap akhir tahun anggaran;

9) menyusun bahan pelaksanman dan evaluasi rencana tindalk
peningkatan maturitas SPIp Kementerian Agamu berdasarkan hasil
penilaian BPKP setiap tubiun anggaran; dan

i )menyusun bahan laporan hasil penvelengparaan SEIP Kementerian
Agama kepada Menteri.

Adminmistrator bertugas:

] menyinpkan bahan Penyelengearaan SPIP Kemenrerian Agama;

2] menyinpkan bahan penyusunan kebijakan tentang
penyelenggaraan SPIP pada Satker/UPT Kemecnterian Agama;

3) menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian Kementerian Agame;

4 menyiapkan bahan Identifikasi  Risixo tingkat  Kementerian/
strategile/ kebijaluin setiap awal periode renstra;

5 menviapkan hehan penetapan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi;

6) menylpkan bahan informas kebijakan pengendalion kepadsa
seluruh penanggung jawab kebijakan;

T) menyiapksan bahan pemantauan atas clektifites pengendaban yang
telah ditetapkan:

8] menyiapkan bahan analisis atas laporan penyelenggaraan SPIP
Satler/UPT setiap akhir tahun anggaran:

9) menyiaplean bahan pelaksanalan dan evaluasi rencana tindalk
peningkatan maturitas SPIP Kementerian Agama berdasarkan hasil
penilaian BPKP setiap tabun anggaran; dan

10menyiapkan bahan laporann  hasil penyelengearaan SPIP
Rementerian Agama kepada Menteri,

. Sekretariatl

Sekretarial bertugas:

1) mengumpulkan dan mendokiunentasikan bahan penyelenggaraan
SPIP Kementerian Agama:

2) mengumpulkan dan mendokunentasikan  bahan DTy LLUSLLIIATL
kebilakan  lentang  penyelenggaraan  SPIP pada Satker/UFT
kementerian Agama:

3) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi atas
kelemahan lingkungan pengendalian Kementerian Agama,

4] mengumpulkan dan mendokumentasikan bahian identifitasi risiko
tinghar Kementerian /strategik, kebijakan setiap awal periode renstra;
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9] mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penetapan kebijakan
pengendalian atas risiko teridentifilensi;

) mengumpulkan dan mendokumentasikan hahan informast kebijakan
pengencalian kepada seluruh penan pEunE jawab kebijakan:

7) mengumpulkan dan mendolumentasikan bahan pemantilian atas
efektifitas penpendalian yang telah ditetaplkan;

B menpumpulkan dan mendokumentasiltan bahan analisis aras laporan
Penyelenggaraan SPIP Satker / UPT selinp akhir talnin anggaran:

J) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pelaksanslan dan
evaluasi rencena tindak peninglkatan matustas SPP Kementerian
Agama berdasarkan hasil penilaian BPKP selap whun anggaran; dan

10jmengumpulkan dan mendokumentasikan bahar leporan hasil
penyelengparaan SPIP Kementerian Agama kepada Menterd,

B. Satuan Tugas SPIP pada Satker/UPT
1. Satuan Tugas SFIP pada Unit Eselon | Pusat
Satuan Tugas SPIP pada Unit Eselon | Pusat ditetaptan dengan
Keputusan Selretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal
dan Kepala Badan,

a. Strulctur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pads Unit Ezelon | Pusat terdin

dari:

l) Penanggung Jawab adalah Sekretaris Jenderal, Inspeldur
Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan;

<) Ketua merangkap Angeota adalah Kepela Biro Organisasi dan Tata
Laksana pada Schkretarial Jenderal, serte Sekretaris pada
Inspcktorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;

3] Anggota adalah  seluruh Pejabat Esclon 1 pada Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat J enderal, dan Badan;

4) Unit Pemilik Risiko adalah seluruh Unit Eselon [1 pada Sekretanat
Jenderal, Inspelitorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;

o) Pemilik Risiko adalah Pimpinan peda Unit Eselon 11 pada
Sckretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal,
dan Badan;

4] Kecrdinator adalah Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi dan
Fasilitasi Penyclesaian Hasil Pengawasan Biro Organisasi dan Tata
Laksana pada Sekretariat Jenderal, Kepala Bagian Perencanann,
Orpanisasi, dan Kepegawaion pada Inspektora: Jenderal, dan
Kepula Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum pada
Dircktorat Jenderal, dan Hadan:

7} Administrator  adalsh Kepala Sub  Bagan  Penyelesaian
Administrasi Hasil Pengawasan Internal pada Sekretariat Jendera!
dari Kepala Sub Bapian Orgenisasi dan Tatz Laksana pada
Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan; dan

8) Sclretanat adaluh Pejabat/Pelaksana peda Bagian Evaluasi Kineda
Organisasi  don  Paslitasi  Penyclesaian  Hasil Pengawasan pada
Selerctariat Jenderal dan Pelaksana pada Sub Bagian Organisesi dan

Tala Laksana peds Inspektorar Jenderal, Direlorat Jendersl, dan
Basian.
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b. Tugus

L]

2

H

Penanggung Jawab

Penanggung Jawab bertugas mengarshkan penyelenggaraan SPIP

pada Unit Eselon [ terkait sesual dengan tujuan, kebijakan, dan

rencana tindak vanp telah disusun.

Kehia

Ketua bertugas:

4] membantu Fenanggung Jawah gdaolem mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP Unit Eselon | terkair;

b] melakukan evaluasi dan  analisis terhadap  linghungan
pengendalian;

€] membuat rencana aksi atas kelemahan linglhungan
pengendalian Unil Eselan [ terkait;

d] melakukan Identifilkasi Risiko tingkat program pada setiap awal
pericde renstra, dun Risiko tingkat kegiatan setzp awal tahun
anggaran {setelah menerima DIPA tahun berjalan);

e] menetapkan kebijakan pengendalian atss Risiko teridentifilcasi
baik tingket program maupun tingkat kepiatan,

fi} menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jaweb kebijakan / keglatan:

gl melakukan pemantauan secara berkals atas efektifitas Dengen-
dalian yang telah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penyelengparaan SPIP pada Umit Eselon I
lerkait kepada Menteri melalul Sekretaris Jenderal c.q. Kepala
Biro Organisasi dan Tals Laksana paline lambat minggu
pertama bulan Desember tahun berjalan.

Anggola

Anggota bertugas:

a] melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada tingkat eselon 11, I,
dan IV di lingkungan unit kerjanya masing-masing secara
clektil dan bertanggung jawab;

b} mengoordinasikan penyelenggarnan SPIP pada tingkat eselon 11,
I, dan IV di lingkungan unit kerjanys masing-masing;

¢) memberikan informesi kepada Ketua terkait penyelenggarasn
SPIP di lingkungan unit kerjanya masing-masing; dan

d) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP Unit Eselon I terkeadt.

Pemilik Risiko

Pemilik Ristka bertugas:

a) memastikan penyelengparaan SPIP pade tingkat eselon (1, 171,
dan IV di lingkungan unit kerjanya telah dilaksunuksn sesuai
dengan kebijakan dan prosedur vang berlaku;

b} melaksanakan Identificasi Risiko tingkat kegiatan pads unit
Eselon I, Ill, dan TV di lingkungan unit kerjanya setiap awal
tehun anggaran (setelah menerima DIPA);

c) menctapkan kebijjakan penpgendzalian atas Risiko tendentifikesi
tingkat kegiatan pada unit Eselon I, 1Il, dan IV di lingkungan
Unit kerjanya,

d) menginformasikan lkebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan pada unit Eselon [0, 11, dan IV di
lingleungan unit kerjanya;
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e] melakukan  pemantavan secara  berksla atas
pengendalian vang telah ditetapikar dan
fi melaporkan hasi penyelenggaraan SPIP pada pada unil Eselon

I, TIl, dan v ¢ lngkunsan unit kerjanya kepada Ketua secara
periodik.

efekiifitas

Koordinator
Koordinator bertugas,

a] menyusun bahan penyelenggaraan SPIP Unit Bselon I terkait;

b} menyusun bahan evaluasi den analisis terhadap lingkungan
pengendalion;

¢) menyusun bahan rencans aksi alas kelemahan ingkungan
Pengendalian pada Unit Eselon T terkait;

d) menyusun bahen Identifikasi Risiko tingka. program pada
scliap awal perinde renstra, dan Risike tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

el menyusun  bahan kebijakan  pengendalian  atas  Risiko
leridentifikasi baik tinglkat Program maupun tngkat kegiatan;

f) menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;

gl menyusun bahan pemantauan sccara berkals atas elekiifitas
pengendualian yang telah ditétapkan; dan

h] menyusun bshan laporan penyelenggaraan SPIP pada Unit
Eselon | terkait.

Administrator

Administrator bertugas:

) menyiapkan bahan penvelengparaan SPIP Unit Eselon | terkait;

B) menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

) menyiapkan bahan rencans aksi stas kelemahan lingkungan
pengendalian pada Unit Esclon 1 terkait;

d) menyiapkan bshan Identifikasi Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko tic I kematan setiap
awnl tahun anggaran (setelah menerima DIFPA tahun berjalan);

€ menylapkan baben kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifilasi bailk tinpkat program maupun tingkat kegiatan;

) menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
selurull penanggung jawab kebijakan/ kegiatarn;

gl menyiapkan bahan pemantauan secarn berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan: dan

h) menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP prada  Unit
Eselon | terkait,

Selretariat

Sekretarial bertugas:

a] mengumpulkan dan mendokumentasilan bahan penyclengga-
raan SFIP Unil Eselon | terkait:

b} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisis terhadap linghungan pengendalian; _

c) mengumpulkan dan mendokumentasikan hahan rencana sksi

atas kelemahan lingkungan pengendalian pada Unit Eselon 1
Pusat terkait:



d] mengumpulkan dan miendokumentasikan bahan Identifilies
Risilko tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan
Risiko tingkat kegiatan setiap awal tehun anggaran (setelah
menerima DIPA tahun herjalan);

€] mengumpulkan dan mendokumentasikan  hahan kibijalean
pengendalian atas Risiko teridentifikasi bail tingkat
maupun tinglat kegiatan;

[} menpumpulkan dan mendokumentasikan  bahan
kebijakan pengendalian
lrebijakan /kepgiatan:

gl mengumpulkan dan mendokiimentasikan hahan pemantauan
wecard  berkala atas  efeklifitas  pengendalian vang telah
ditetapkan; dan

h) mengumpulkan dan  mendokumentasikan bahan laporan
penyelenggaraan SPIP pada Unit Esclon | terkait,

program

informasi
kepada  seluruh penanggung jawab

<. 3aiuan Tugas SPLP pada Perpuruan Tinggl Keagamaan Negerd
Suiuan Tugas SPIP pada Perguruan Tinggi Bragamaan Negeri (PTKN)
ditetapkan dengan Keputusan Rektor/ Ketua.
a. Struktur Organisasi
Siruktir organisast Satuan Tugas SPIP pada PTEN terdiri dari:
1) Penanggung Jawab adalah Rektor pada UIN/IAIN/THDN/IAHN dan
Ketua pada STAIN/STAKN/STAKaTN/STABN /STAHN;
2] Ketua merangkap Anggota adalah Kepale Biro pada UIN/IAIN/
[HDN/IAHN dan Kepala Bagian Administrasi pada STAIN /STAKN/
STARSTN/STABN/STAHN;

3) Wakil Ketea merangkap Angpota adalah Kepala Satuan Pengawsas
Internal;

%) Angpota adalah:
a) Wakil Rektor pada UIN/IAIN/THDN / IAHN:
b) Wakil Ketun pada STAIN/STAKN/STAKaTN, STABN /STAHN:
) Direktur Puscs Sarjana;
d) Dekan Fakultas pada UIN/IAIN/THDN/IAHN;
el Kema Jurusan pada STAIN/ STAKN/ STAKaTN, STABN,/ STAHN;
ean
I} Kepala Pusat

-

9) UPR adalah seluruh  Biro/Bagian/PFakultas/ Jurusan/Pusat di
linglnmgan PTKN;

6) Pemilikc Risiko adalah Kepala Biro/Baglan/Dekan Fakultas/Ketua
Jurusan /Kepala Pussat di ingkungan PTEN; .

7] Koordinator adalah Kepala Bagian/Sub Bagian veng membidangi
organisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian mtern:

8) Administrator adalah Pejabat/pelaksana pada unit kera vang
membidang organisasi dan tata laksana danjatau pengendalian
intern; dan

) Sckretariat adalah Pejabat/Prelaksana pada Bagian/Sub Bagian yang
membidang organisasi dan tata laksana dan/atay pengendelian
intern.

b. Tugas

1} Penangpung Jawab
Penangpung Jawab berfugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP
pada PTKN terkait,

2) Ketua
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Ketua bertugas:

a) membantu  Penanggung  Jawab  dalam mengoordinasiken
penyelenggaraan SPIP pada PTKN terkait;

b) melalkukan evaluasi dan  analisis terhadap lingkungan
pengendaliang

¢] membuat rencans alsi atas kelemmahan lingloan engendalisn;

d) melakukan identifikast: Risiko tinglaal prggﬁrim;a?:isﬁﬁjﬂl:&m
periode renstra, dan Risiko tingkat keglatan setiap awal tahun
anggaran (sctelah menerima DIPA tahun becjalan),;

e} menetapkan kebijakan penpgendalian atas Risiko teridentifileas:
baik tingkat program maupun kegiatan:
menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluzuh
penangeung jawab program kegiatan;

@ melakukan  pemantauan  secara berkala  ams  efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h} melaporkan hasil penyelenggarasn SPIP pada PTEN terkait

kepada Menteri melalui Sckretaris Jenderal c.g. Kepala Biro

Organisesi dan Tata Laksana paling lambat minggu pertama
bulan Desember tahun berjalan.

Wakil Ketua

Wakil Ketua hertupas:

a] membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyelenggaraan
SHP pada PTKN terkait;

b) membantu  Ketua dalam menyusun rencana  aksi  atas
Kelemahan lingkungan pengendalian padas PTKN terlait:

¢] membantu Keta dalam melakukan Identifikasi Risiko tingkat
program setiap awal periode renstra dan tingkal program setiap
ewal tahun anggaran {setelah menerima DIPA tahun berialan);

d) membantu Ketua dalzm menetapkan kehijakan pengendalian
atas Risiko teridentifikasi baik Ungkat program maupun
kegiatan;

e} membanty  Kems  dalam  menginformasikan kebijakan
pengendalian kepacia seluruh penangaung jawab
kebijakan / Kegialan;

i membantu Ketua dalam melakukan pemantauan secera berkala
atas efektifitas pengendalian vang telah ditetaphkan;

gl membantu Ketua dalam melaporkan hasil penyelenggaraan
SFlP; dan

I mewskili Ketua dalam melaksanakan upges, apabila ketua
berhalangan.

Anpgota

Anggota bertugas:

a] melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada PTKN terkat secara
efektif dan bertangpung jawab;

b) mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya
TIH ST -MASITHE,

¢) membenken informasi kepada Ketua terkail penyelenggaraan
SPIP; dan

dl membenkan saran dan masukan kepada Ketua dalam setap
pelakzanaan SPIP.

Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas:
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c)
d)

<
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o

memastian penyvelengearaan SPIP di unit kerjanya masing-
masing telah dilaksanakan sesua dengan  kebijakan dan
prosedur yang berlaku;

melaksanakan Identifikasi Risilko tingkat program pada setiap
awal periode rensira, dan Risiko tingkat kegiatan setinp awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tanun berjalan):
menetapkan kebyjaken pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat kegiatan di unit kerjanya masing-mesing;
menginformasikan  kebijakon pPeigendalian kepada  seluruh
penanggung jawab kegiatan,

melakukan  pemantatan  sccara berkala  atas elektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan;

melaporkan hasil penvelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
mEsing-masing,;

melakukan pemantauan secara  berkila  atas elektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanva
masing-masing kepada Ketua secara periodik.

Koordinalor
Koordinator hertugus:

aj

b]
e)

d)

€}
f)

4
hj

menyusun bahan penyvelengparaan SPIP pada PTEN tarkait;

menyusun bahan evaluasi den analisis terhadap lingkungan
rengendalian;

menyusun bahan rescens aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian,

menyusun bahan Identifikas! Risikn tingkst progrem pada
scliap awal periode renstra, dan Risikn fingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan];
menyusun  bahan  kebijakan  pengendalisn stas Risiko
teridentifikasi baik tingkal program maupun tingkat kegatan;
menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab ketijakan/ kegiatan:

menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efekfifitas
pengendalian yang telah ditetapkan: dan

menyusun bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada PTEN
terkait,

Administrator
Administrator bertugas:

&)
b}

€)
o}

=

menylapkan bahan penyeienggaraan SPIP pada PTKN terkait;
menylapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungen
pengendalian;

menyiapkan bahan rencana aksi ams kelemahsn lingkungen
pengendalian Kementerian Agama;

menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkal program pada
setiap awal periode renstre, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran {setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menyiapkan bahan kebijakan pengendalian ates Risiko
teridentifikasi baik tinglat prograun maupun tingkat kegiatan,
menyiapkan baban informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/ kegiatan;

menyiapkan bahan permantauan secarn berkala atas elektifitas
pengendalian yang ielah ditetapkan; dan
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h} menyviapkan bahan laporan penyelengparaan SPIP pada PTKN
terkait,

8} Sekretariat

Sckretariul bertugas:

a) mengumpulkan din mendolumentasikan bahan penvelenggn-
raan SPIP pada PTKN terkait;

b) mengumpulkan dan mendokumentssikan bahan evalussi dan
analisis terhadap lingkungan pengendalian;

¢] mengumpulican dan mendokumentasikan bahan rencena alksi
atas kelemahan lingkungan pengendalian Kementerian Agama;

d) mengumpullan dan mendekumentasikan bahan [dentifikasi
Kisiko tingkat program pada setiap awal pericde rensus, dan
Risiko tingkat kegiatan setiup awal tahun anggaran [setelah
menerima DIPA tahun berjalan);

¢) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan  kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi baile tingkat program
maupun lngkat kegiatan:

i mengumpulican  dan mendolcumentasikan  bahan  informasi
kebijakan  pengendalian  kepada  seluruh penangeung  jawab
kebijakan/ kegistan;

gl mengumpulkan den mendokumentasikan bahan pemantavan
secara borkala atas elektifitas pengendsalian yang telah ditctaplean;
dan

h] mengumpulkan dan  mendokumentusikan bahan laporan
penyelenggaraan SPIP pada PTKN terkait,

2. Satuan Tugas SPIP pada Kantor Wilayalh Kementerian Agama Provinsi
Satuan Tugas SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provins
[Kenwil) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi,

a. Struktur Organisasi
Strukiur organisasi Satuan Tugas SPIP parda Kanwil terdiri dari:

Ta.

1)

2|
3

il
3l

&
7

5)

Penanggung Jawab adalah Kepala Kantor Wilavah Kementerian
Agama Provinsi:

Ketua ieranghap Anpgota adalah Kepala Bagian Tala Usaha;
Angpota adalah Kepala Bidang dan Kepala Pembimbing
Masyarakal Agama;

UPR adalab seluruh unit eselon 111

Pemilik Risiko adalah Kepala Bagian Teta Usaha, Kepala Bidangs
dan Kepala Pembimbing Masyarakat Agama:

Koordinator adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi
organisasi dan tata luksana dan/atau pengendalian mtern:
Administrator adalah Pelaksana yang membidangi organisasi dan
tata laksana dan/atau pengendalian intern; dan

Seleretarial adalah Pejabat/Pelaksana pada Bagian/Sub Bagian
yarg membidangi organisasi dan tata laksana dan/atsu
pengendalian intem aran yang ditunjuk.

Tugas

1)

2

Penanggung Jawal

Penanggung Jawab bertugss mengarahkan penyelengparaan SPIP
pada Kanwil terkait,

Ketua



4]

&

5]

- 14 .

Ketua bertugas:

a) membantu Penanggung Jawab  dalam mengoordinasilan
penyelenggaraan SPIP Kanwil terkair;

bl melakukan evaluasi  dan analisis  terhadap lingkungan
pengendalian;

) membuat reneana aks) atas kelemahan En ndalian:

d) melakukan Identifikasi Risiko tingkat prﬂﬁ?ﬂnﬁtéap awal
periode rensira, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun

anggaran (setelah menerima DIPA tabkun berjalan);

menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifileasi

baik tingkat program maupun kegiatun;

) menginformasikan lkebijakan pengendalian kepada  seluruh
PETANERUNg jawab program /kegiatan:

g) melakukan pemantsuan secora  berkala  atas elektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan: dan

h) melaporkan hasil penyelengearaan SPIP pada Kanwil terkait

kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal ¢.q. Kepala Bira

Organisasi den Tata Laksana paling lanihat mingeu pertama

bulan Degember tahun berjalan

ANgEnta

Anggota bertugas:

a) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada Kanwil (lerkait
secara efektil dan bertangpung jawab;

b] menguordinasikan penvelenggaraan SPIP di unit kerjanva
MAgINg-masing:

¢ memberikan informasi kepada Ketua terkait penvelenggaraan
SPIP; dan

d) memberikan seran dan masukan kepada Ketua dalam setinp
pclaksanaan SPIP.

Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas:

al memastikan penyelenggaraan SPIP di unit keranya masing-masing
telah dilaksanakan scsual dengan kebijakan dan prosedur yang
berlalo;

b} melaksanakan hasil Identifikasi Risiko tingkat programn pada setiap
awal periode renstra, dan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan di
unit ketjanys masing-masing setiap awal tahun anpgaran [setelan
menerimea DIPA];

cf menetapkan kebijekan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
Urigkat program dan kegiatan di unit kerjanya masing-masing;

d) menginformasikan kebijakan pengendalian  kepada  seluruh
penangmaug jawab kegiaran;

g] melakukan pemantauan secara  berkala atas  efekdfitas
pengendalian yang telah ditetapkan; _

) melaporkan hasil penvelenggaraan SPIP pada unit kedganyva
RS- Irasing;

gl melakukon  pemantauan  secara berkals  atazs efektifitas
pengendalion vang telah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penvelengparaan SPIP pada unit kedanya
masing masing kepade Ketua secara penindilk.

Koordinator

Roordinator bertugas:

a) menyusun bahan penyelengparaan SPIP pada Kanwil terkait:

)
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b menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

¢} menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian;

d) menyusun bahan Identifikasi Risike tingkat program pada
setiap awal periode renstrs, dar Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaren (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

B] menyusun  bahan kebijakan pengendalian  mlas | Risike
teridentifikasi baik tingkat program maupiin tingkat kegiatan;

[} menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
selurul penangeung jawab kebjakan fkegiatan:

Bl menyusun bzhan pemantauan secara berkals stas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h) menyusun bahan laporen penyelenggarasn SPIP pada Kanwil
terkait.

Administrator

Administratar bertugas:

a) menyiaplkan bahan penyelenggaraan SPIP poda Kanwil teckait;

b menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhodap lingkungan
pengendalian;

) menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan linglungan
pengendalian Kementerian Apama;

d) menyiapkan bahan ldentifikasi Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah meneritna DIPA tabhun berjalan);

e) menyiapkan behan kebijakan pengendalian  atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kepiatan;

{} menyiapkan bahan informas] kebijakan pengendalian kepada
scluruh penanggung jawab kebijakan (kegiatan:

gl menyiapkan bahan pemantauan secara berkala aras efektifitas
pengendalian yang welah ditetaplkan; dan

h] menyiapkan bahan laperzn penvelengearaan SPIP pada Kanwil
terkait,

Sekretariat

Sekretariat bertugas:

&) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelenggaraan
SPIP pada Kanwal terkadt:

b) mengumpulkan dan mendolumentasican bahan evaluasi dan
analisis terhadap lingkungen pengendzlian;

¢} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aks: alas
kelemahan lingkungan pengendalian Kanwil terkeait:

d] mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan Identifikesi Risiko
tngkat program pada setiap awal periode renstra, dan Risiko
ingkat keglatan sctap awal tghun anggaran (setelah menerima
DIPA tahun berjalan);

¢} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program mau-
pun tingkat kegiatan:

fl mengumpulkan dan  mendokumentasikan  bohan  informasi
kebijakan pengendalian  kepada seluruh  penengpung  awah
kebijakan/ leegiatan;
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B mengumpulkan dan mendokumentasikan  bahan pemantaian
secars Derkals atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan;

dan
h] mengumpulkan dan mendokumentasikan  bahan laporan
penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait.

4. Bawan Tugas SPIP pada Kantor Kementerian Apama Kabupaten /Kota
Satuan Tugas SFIP pada Kantor Kementerian Agama Rabupaten/Kota
Ii:{anhr:m-:r_nﬂg}l ditetapkan  dengan  Keputusan Kepala Keantor
Kementerian Azgama Kabupaten /Kota,
a. Suukiur Organisasi

Struktur  organisasi  Satusn Tugas SPIP pada Kankeme
Kabupaten, Kota terdiri dari: =

I} Penanggung Jawab adalash Kepala Kantor Kementerian Agama
Kebupaten {Kota;

2) Kelua merangkap Anggota adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

3) Anggota adeleh Kepala Seksi, Kepala Penyelenggara dan Kepala
KUA Fecamatan;

4) UPR adalah seluruh unit eselon IV dan KUA Kecamaran:

9) Pemilik Risiko adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Scksi
dan Kepala Penyelenggara serta Kepala KUA Kecamatan:

6] Koordinator adalah Pelaksana vang membidangi organisasi dan
tata laksana dan fatau pengendalian intern; dan

7) Selkretariat adalah para Pelaksena vang membidangi organisasi
dan tata laksana dan/atau pengendalian intern  atau vang
dittnjulc.

b. Tugas

1) Penanggung Jawab
Penangeung Jawab bertugss mengerahkan penyelenggaraan SPIP
pada Kankemenag Kabupaten/ Kota terkatl.

2] Ketiia

Ketua bertugas:

a) membantu Penanggung Jawab dalam  mengnordinasikan
penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag Kabupaten Kota terkait;

b) melakulan  evalupsi  dan  analisis  terhadap  Engkungan
pengendalian;

¢] membuat rencans aksi stas kelemahan lingleungan pengendalian;

d] melakukan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun angparan (setelah menerima DIPA tahun berjatan);

el menetapkan kebjakan pengendalisn atas Risiko teridentifikasi
tingkat kegintan;

i menginformausikan lkebilakan pengendalian kepada seluruh
renangming jawal kegiatun;

g) melakukan pemantauan  secara  berkala atas  efcktifitas
pengendalian yang teiah ditetaphan; dan

h) melaporkan hasil penyelenpgaraan SPIP pada Kankemenag
Kab/Kota terkait kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal
€.q. kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat
minggu pertama bulan Desember tahun berjalan

J) Anggota
Angpota bertugas:
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a) melaksanaken kebijakan Salpss SPIP  pada Kankemenag
Kabupaten [Kota terkait secara efektif dan bertanggung jawab:;

) mﬂﬂgnﬂrdinnaﬂ:an penyelenggaraan  SPIP di unit kerjanya
MASINE-MAasing:

c) memberikan informasi kepada ketua torkail penyelengzaraan
SPIP; dan

d} memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP,

Pemilik Risiko

Pemihik Risike bertugas:

a| memastikan penyclenggarsan SPIP di unit kerjanys masing-
masing telah dilaksanakan sesuai dengan kehijakan dan
progedur yang berlaku;

bl melaksanakan ldentifikasi Risiko tngkat kegiotan di  unit
kerjanya masing-masing setiap swal tahun angparsn {setelah
menerima DIPAJ,

c} menetapkan kebijakan pengendalian atas Risike teridentifikasi
tngkat kegiatan di unit kerjanya masing-nmasing,

dj menginformasikan lkebijakan pengendalien keprda scluruh
penangpung jawab kepiatan;

e melakukan pemantauan secara berkals atas efelctifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

[} melaporkan hasil penyvelenpgaraan SPIP pada unit kerjanysa
rasing-masing kepada Ketua secara periodilke

Hoordinator -

Eoordinator bertupas:

a) menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag
Kabupaten/Kota terkant;

b) menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

¢) menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan |linglkungan
pengendalian;

d} menyusun bahan ldentifikasi Risike tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA talhun berialan);

¢) menyusun  bahan  kebijakan  pengendalian atas Risiko
teridentififas tngkat kegatan;

i menyusun bahen Informasi kebijekan pengencalian kepada
sehurth penangming jawab kebijakan/kegpatan;

g) menyusun bahan pemantauan secara berkela ams efektifitas
pengendalian yang telah ditelapkan; dan

h} menyusun bahan laporan  penyelenggaraan  SPIF pada
Kankemenag Kabupaten/Kota terkait.

Administrator

Admimstrator bertugas:

a) menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIF pada Kankemenag
Kabupalen/Kota terkait;

b] menyiapkan bahan evaluasi dan analisis lerbadap lngkungan
pengendalian;

¢) menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian pade Konkemenag Kabupaten /Kota,

d) menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat kegatan schap
awal tahun angearan (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
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e] menylapkan bahan kebijakan pengendslian atas  Risiko
teridentifikcasi baik tingkat program maupun tingkat kesiatan;

[} menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian Kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/ kegiatan,

gl menyiapkan bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h) menyiapkan bahan laporan penvelenggaraan SPIP pada
Kankemenag Kabuputen /Kota terkait.

7] Beloetariat
Sekretariat bertugas:

a) mengurmnpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelengga-
raan SPIP pada Kankemenag Kabupaten [ Kota terkait; '

b) mengumpulkan dan mendokumentasilien bahan cvaluasi dan
analisis terhadap lngkungan pengendalian;

¢] mengumpulkan dan mendokumentasiken bahan rencana aksi atas
kelermahan tingkungan pengendalian Kanleemenag
Kabupaten / Kota; .

d) mengumpulican dan mendokumentasikon bahan ldentifikasi
Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran [setelah
menerima DIPA tahun berjalan);

¢) mengumpulkan dan  mendobumentasikan  bahan  kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi tinglsat kegiatan;

f) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan Informasi
lwhijukan pengendalian kepada scluruh penangpung  jawab
kebijakan/ kepatarn,

g mengumpulkan dan mendokumentasikan behan pemantauan se-
cara berkala atas efekuifitas pengendalian yang telah ditetapkan;
dan

h) mengumpulkan  dan  mendcokumentasien  bahan  laporan
penyclenggarman SFIP pada Kankemenag Kabupaten Kota terlcait.

9. Batuan Tugas SPIP pada UPT {Balai/Asrama Haji
Satuan Tugas SPIP pada BalaijAsrama Haji diletapken dengan
Keputusan Kepala Balaif Astama Haji
a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP peda Balei/Asreme Haji
terdiri dari;
1) Penanggung Jawab adalah Kepala Balai/Asrama Haji,
2] Kerua merangkap Anggota adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3] Anggota adalah para Kepala Seksi;
4} Unit Pemilik Risiko adalah schiruh unit eselon IV;
5) Pemilik Risiko adalah Kepala 3ub Bagian Tata Usaha dan Kepala
Sekai;
6] Keordinator adalah Pelaksana yang membidangl organisasi dan
tata laksana dan/aten penpgendalian intern; dan
T} Sekretariat adalah pera Pelaksena yeny membidang organisas:
dan tata laksana dan/atau pengendalian intern amau Vang
ditunjuk.

b. Tugas
1} Penangeung Jawab

Penanpgpung Jawab bertupas mengarahken penyelengaraan SPIP
peda Balai/ Asrama Haji terkait.
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2] Ketwua
Ketua bertugas:

2

4]

al
o

e}
d)

]
f]

gl
hj

membantu Penanggune Jawab dalam mengoordmasikan penye-
lenggaraan SPIP pada Balai/ Asrama Haji terkait;

melakukan  evaluasi  dan znalisis terhadap  lingkungan
peogendalian;

membuat rencana akei atas kelemahan linplkungan pengendalian;
melaksanakan hasil Identifikasi Risiko tngkat kegiatan pada
seliap awal periode renstra:

melakukan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA t2hun berjalan|;
menetapkan kebijulan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
baik tingkat program muaupun kegiatan,

menginformasikan  kebijakan pengendalian kepada  seluruh
penanggung jawab program,/ kegiatan;

melakikan  pemantaunn  aeseara  berkala atas  efektifitas
pengendalian yang telal: ditetapkan;: dan

melaporkan hasil penyelenggarean SPIP pada Balai/Asrama
Haji terlait kepada Menteri melalui Seloretaris Jeaderal GO

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu
pertama bulan Desember tahun berjalan,

Angenta
Angeota bertugas:

a)
b
e

d}

melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada Balai/Astama Haiji
terkait secara efektil dan bertanggung jawah;

mengoordinasikan penvelenggaraan SPIP di unit kerjanva
masing-masing;

memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan
SPIP; dan

memberikan saran dan masukan kepads Ketua dalam scliap
pelaksanaan SPIP,

Pemilik Risilea
Pemilik Risiko bertugas:

al

b

¢l
d)
)
f)
g

memastikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya masing-
masing lelah dilaksanakan sesual kebijakan dan prosedur yang
berlaku;

melaksanalean  ldentifikesi Risike tingkat kegiatan di unit
kerjanya masing-masing sctiap awal tahun angparan [sctelah
menerima DPA)

menetapkan kebijjakan pengendalian atzs Risike teridentifikasi
tngkat kegiatan di unit kerjanya masing-masing;
menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penangguing jawab keglatan;

melakukan pemantauan sccara berkala aas  efcktifi;ms
pengendalian yang telah ditetapkan,;

melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
Imasing- masing;

melakukan pemantauan secara berkala atas  efektifites
pengendahan yang telah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penyelenpzaraan SPIP pada unit leerjanya

masing-measing kepada Kelun secara periodik,

Koordinator
Koordinator bertugas.:
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7)

8)
b)
¢|
)
e

f)

k]

b1}

i)

- 25

menyusun bahan penyelenggarasn SPIP pada BalaifAsrama
Hajl terkail;

menyusun bahan evaluas: dan analisis terhadap lingkungan
pengendaliarn; )
menyusun bahsan rencans aksi atas kelemsghan Ingkungan
pengendalian;

melaksanakan hasil ldenufikasi Risike tingkat kegiatan pada
setiap awal tuhun angeeran (setelah menerima DIPa) ;
menyusun bahan Identilikasi Risiko tingkat kegiatan actiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
medyusun  bahan  kebijakan  pengendalian atas  Risiko
teridentifikasi baik tinglkat program maupun tingkat kegiatan:
meoyusun bahan infbrmasi kebijakan pengendalian kepade
selurih penangguang jawab kebijalkan /leegiatan,

menyusun bahan pemantauan secara berkala aas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

menyusan  baban laporan  penyelenggarsan SPIP  pada
BalaifAsrama Haji terkait.

Administrator
Administrator bertugas:

F)
B)

cl

)
h]

menyiapkan bahan penyelengparaan SPIP pada Balai/ Asrama
Haiji terkait;

menviapkan bahan evaluesi dan analisis terhadap lingloungan
pengendalian;

menyiapkan bahan rencana aksl atas kelemahan linglkungan
pengendalian pada Balai/Asrama Haji;

menyiapkan bahan |dentifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran [setelah menerimo DIPA tahun berjalan);
menyispkan  bahan  kebijakan  pengendalian  ates  Risiko
teridentifikasi baik ringkar program maupun tinglkat kegiatan;
menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan /kegiatan;

menyiapkan bahan pemantauan secars berkala stas efektfitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

menyiapkan Dbahan laporan  penyvelengporasn  SPIP pada
Betlat ! Asramma Haji rerkait.

Sekretanat
Sekretariat bertupgas:

fl
b
g

d)

e

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyvelengga-
raan SPIP pada Balai/Asrams Haji terkait;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisisi terhadap lingkungan pengendalian;

mengumpullan dan mendokumentasilian bahan rencana aks: atas
kelemahan lingkungan pengendalian pada Balai/ Asrama Haji;
mengumpulkan dan mendokumentasikan baben ldentifikasi
Risiko tnghkat kepatan senap awal tahun anggaran (sewelah
menerima DIPA tahun berjalan};

mengumpulkan dan mendokumentesikan bahan  kebijadoan
pengendalian atas Risiko teridentifikast bask tingkat program
maupun tingkat kegiatan,
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1 $e§p£1pulkan ddT' mendokumentasikan bahan  informasi
chijakan pengen :
k.:b{j!akmn; ,',i;l:ir%t:n; lian kepada seluruh penanggung jawahb

gl mengumpulkan dan mendolumentusikan bahan permnantaiaEn
secara berkata atas efektifitas penpendalian yang telah
ditetapkan; dan

h) mengumpulkan dan  mendokumentasitan  bahan laporan
penyelenggaraan SPIP pada Balai/ Asrama Haji terkait,

b, Satuan Tugas SPIP pada Madrasah Negeri (MA/MTs)
Satuan Tugas SPIF pada Madrasah Neger ditetapkan dengan Reputusan
Kepala Madrasah. '
a. Struktur Organisasi
3uthu: organisast Satuan Tuges SFIP pada Madrasah Negeri terdird
arl.
1) Penanggung.lawah adalah Kepala Madmsah;
2) Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Urusan Tata Usaha;

d) Anggota adalah para Wakil Kepala Madrasah, Kepala Unit
Pelayanan, Pembina Ekstrakurikuler:

4) UPR adalah Urusun Tata Usaha Unit Pelayanan;

5] Pemilik Risiko adalah Kepala Umsan Tata Usaha dan Kepala Unit
Pelayanan;

f] Koordinator adalah Pelaksina vang membidangl organisasi dan
tata laksana dan/atau pengendalian intern danjfatau  vang
ditunjuk; dan

7) Svkretariat adalah para Pelakssna yung membidangl organisasi
dan tata laksena dan/atan pengendalian intern atau yang
ditunjule.

b. Tugas

1) Penanggung Jawab
Penanggung Jawab bertuges mengarahkan penyelenggaraan SPIP
pada Madrasah Negeni terkait.

2] Ketua
Ketua bertugas:

8) membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP pada Madrasah Neger terkait;

b} meialtukan evaluasi dan  apalisis  terhadap lngkungan
pengendalian;

g} membuat rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendaisn;

d] melakukan Idennifikasi Risike tingka! kegialan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

e) menetapkan kebjaken pengendalian atas Risiko teridentifikasi
baik tingkat program maupun kegatan;

fi menginformasikan kehbijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab program /kegiatan;

g) melakukan pemantauan secarn berkala  alas  efektifitas
pengendalian vang telah ditctapkan; dan

h) melaporkan hesil penyelenggaraan SPIP pada Madrasah Negen
terkait kepada Menteri melalui Seleretaris Jenderal c.q. Kepala
Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu
pertama bulan Desember tahun berjalan.
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J) Anggota

H
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Anggota bertugas:

) melaksanakan kebijakan Suotgas SPIP pada Madrasah Negeri
terkait secara efekifl dan bertanggung jawab;

b) mengoordinasikan penvelenggaraan SPIP di unit kerjanva
mAasing-masing,

o} memberikan informasi kepada ketua terkait penyelenpgarasn
5P dan

¢) memberikan saran dan masukan kepada Kelus dalam setiap
pelaksanaan SPIP.

Pemilik Risiko

Pemnilik Risiko bertugas

8] memastikan penyelenggarnan SPIP di unit kerjanva masing-
masing telah dilaksanaltan sesuai kebijjakan dan prosedur yang
herlakmu;

b} melaksanakan Idenufikasi Risiko tingket kegiotan di unit
kerjanya masing-masing setiap awal tahun anggaran (setelah
menerirma DIPA),

c) menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko tenidentifikasi
tingkat kegiatan di unit kerjanya masing-masing;

d) menginformasikan kebjjakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan;

e¢)] melakukan pemantauan sccara  berkala atas  efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan;

) melaporkan hasil penyelenggarasn SPIP pada unit kerjanya
masing-inasiig,

gl melakukan pemantauvan  sccara borkala alas  elekiilitas
pengendalian vang telah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penyelengszarasn SPIP pada unit kepanya
masing-masing kepada Ketua secara periodik.

Koordinator

Koordinator bertugas:

al menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada Madrasah Negeri
terkait;

bl menvusun bahan evaluasi dan analisis erhadap lingkungen
pengendalian;

c] menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan bngkungan
pengendalian;

d] menyusun bahan ldentifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anpgaran (setelah menerima DIPA tabun berjalan);

e} menyusun bahan kebijaken pengendalian  atas  Risiko
teridentifikasi baik fingkat program maupun tingkat lkegiatan,

i menyusun bahan informasi kebijekan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawah kebijakan/ kegatan,

gl menyusun bahan pemantanan secara berkala atas efekiifitas
pengendalian yang telah ditelaphan; dan

h) menyusun bahan lapuran penvelenggaraan  SFIP pada
Madrazal Negeri terkait.

Administrator

Administrator bermugas:

a) menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP pada Madrasah
Negeri terkait;
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b)

d
<)
|

i
h)
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menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

menyiapkan bahan rencana aksi stas kelemahan lingkungan
pengendalion pada Madrasah Negeri terkait;

menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal
kihun anggaran (setelah menerima DIPA tahun begalan);
menyiapkan bohom  kebijakan pengendalian  atas  Risiko
tenidentifikasi bails tnghkat program maupun tingkat kegiatan:
menyispkan bahan informasi kebijakan pengendalian  kepada
scluruh penanggung jawab kehijakan /kegiatan;

menyiapkan bahan pemantauan secara berlala atas efektftes
pengendalian vang telah ditetapkan; dan

menyiapkan bahan laporan penyelenggarsan SPIP pada Madrasah
Neperi tarkait,

Sekretariat
Sckretariat hertugas:

)
&)
¢

d)

1

h)

mengumpulkan dan mendokumentasikan Sahan penyelengga-
rean SPIP pada Madrasah terkair;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluzsi dan
analisis terhadap lingkungan pengendalian;

mengumpulkan dan mendokumentasikan behan rencane aksi
atas kelemaban lingkungan pengendalian pada Meadrasah
Negeri terkair;

mengumpulkan dan mendokumentasikan behan Identifikasi
Risiko tingkat kegiatan setiap awal tehun angzaran (setclah
menenma DIPA tahun berjalani;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi tingkat kegiatan;
mengumpulkan dan  mendokumentasikan  bahan  informasi
kebijzkan pengendalinn kepada selurub  penanggung  jawab
kehijalan/ kegintan;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantavan

secara berlala atas efcktfitas pengendalian yang telah ditetaplaan;
dan

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan laporsn penye-
lenggaraan SPIP pada Madrasah Negeri terkait.
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BABE Il
MEEKANISME PENERAPAN SFIP

A. Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian

1. Sub Unsur Lingkunpan Pengendalian

Barti‘asarlmu Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Taliun 2008
lE_TLLE-_nE Zistem Penpendalian Intern Pemernntoh, menvatakan bahwa
l'l-‘uu*_:rman Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara
lLIl[:,‘kUTlIEE..‘l pengendalian yang  menimbulkan  perilaku  positil  dan
I-mr{duaﬂ' untiuk penerapan Sistern Pengendalian Intern dalam lingkungan
kerjanya, melalai:

penegakan integritas dan nilai etika;

kpmitmen terhadap kompetensi:

kepemimpinan yang kondusif:

pembentulan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
pernyusunan  dan  penerapan  kebijakan  yeng  sehat  tentans
pembinaan sumber daya manusis;

B, ﬁnmjudan peran aparal pengawasan intern pemerinteh veng efektf:
1

h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

o W = e B

EHLI-:IE:]',:’ UPT harus memastikan bahwa unsur-unsur Lngkungan
pengendalian  lelsh  dirumuskan  dan  dumplementasikan  demi
terwjudnya SPIP yang efelitif.

1} Bub Unsur Lingkungan Pengendalian

a) Penegakan Integritas dan Stika

Penegalean  intepritas dan nilai  etka selourang-kurangnva

dilekukan denpgan:

(1) menyusun dan menerapkan aturan perilalas;

(2) memberikan keteladanan pelaksanaan awran perilalu pada
setiap Satker (UPT;

|3) menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penvimpangan
terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap
aturan perilaku;

(4) menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanva intervensi
atau pengabaian pengendalian intern; dan

(5) menghapus kehijakan atay penugasan yang dapat mendorong
perilaku tidak etis.

b} Komitmen terhadap Kompetensi

:i{nmiun:n terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan

engan:

(1) mengidentifikesi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan
untuk menyelesmuban tugas dan fungsi pada masing masing
posisi dalam Satker/UPT,

(2} menyusun standar komperensi untuk setiap tupas dan fungsi
pada masing-inasing posisi Sateer/UPT;

{3) menyelenggarakan pelatiban dan pembimbingan vntuk membanta
pegawal mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekeria-
annys; dan
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(4) memilih  pinpinan  Satker/UPT vyang memilild  kemampuan
manajensl dan pengalaman telknis yang luas dalam pengelolaan
Satker/UPT.

¢ Kepemimpinan vang Kondusif

repemimpinan yang kondusif sekuranpg-lurangnya  ditunjukkan

dengan:

(1} mempertimbangkan Risiko dalam pengambilan keputusan;

(2) menerapkan manajémen berbasis kinena;

{3) mendukung fungsi tertentu dalam penerapan 8PP,

(4} melindungi atas as=t dan informasi dari akses dan penpgunaan
vang tidak sah;

(5) melakukan interaks) secara mtensil dengan pejabat pade
tingkatan yang lebih rendah; dan

(6] merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan
dengan keuangan, penpganggaran, pregram, dan kegiatan

d] Struktur Organisasi yang Sesual Kebuimhan
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
sckurang-kurangnya dilalaikan dengan:

(1) menvesuaikan dengan ukuran dan sifat kegistan Satker/ UPT,

(2} memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam
Satker/UPT,

(3} memberikan kejelasan hubunpan dan jeniang pelaporan intern
Satker/UPT;

{4) melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap
struktur organisas: schubungan dengan perubahan lingkungan
strategis; dan

{5) menctapkan jumlah pegawal yvang sesuai, terutama untuk
posisi pimpinan.

¢) Pendelogazian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepal

Pendelegasian wewenang dan  tangpung Jawab yang lepat

selourang-kurangnya dilaksanakan dengan memperbatikan hal-hal

sebaral benkut:

(1) wewenang diberikan kepads pegawai yang tepat sesual dengan
tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan
Satkecr fUPT;

(2) pegawai vasg diberi wewenarg memahami bahwa wewenang
dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pibak lain
Satker/UPT vang bersangkutan; dan _

(3} pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan
wewenang dan tangguang jawah terkalt dengan penerapan SPIP.

f} Kebjakan yang Sechat entang Pembinaan SDM 1

Penvusunan dan penerapan kebijakan yang schat tentang p-c:mtn:iaam

sumber daya anusie  dilaksanakan dengan  memperhatikan

sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: %

(1) penetapan kebijakan dan prosedur sejpk relrutmen sampeal
dengan pemberhention pegawar ]

(2) penielusuran  latar belakang calon pegawai dalam proses
rekrutmen; )

(3) supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai,

(4} kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia: ‘
(a] kapasitas, kompetensi, dan integritas Sumber Daya Marnusia

dan pengembangannya haras ditetapkan,
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(b] program pengembangan di bidang SPIP minimal berisi:

- Program mdulsi;
Program pelatihan; dan
- Program pendidikan dan sertifileasi,

(9) Batker/UPT harus memastikan adanya angparan vang memadai
untuk melaksanakan hurul 4 dan b di atas agar kompentesi
SPIP yang ada di dalam Satker/UPT selalu sesuai dengan
tuntutan pekerjaan dan profesionalisme;

(6) SPIP diperkenalkan kepada seturuh jajaran Satker/UPT, sejak
hari pertama mercka bergabung dan secara terus menerus
dikomunikasilcan;

(7) sumber daya yang perlu disiapkan untuk SPIP adalah:

() pimpinan dan SDM dengan tugas dan tanpgung jawsb
khasus terkait dengan fungsi ini dan memilild keehlian vang
sesuai;

(b} program dan anggaran peclatihan sctiap tahun;

(c) sistem informasi khusus [termasuk untuk database dan
whistleblowing, dan

(di enggaran dana vang dialokasikan untuk proses SPIP.

gl Peran APIP vang Efektil

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemeriniteh yvang

efektil sekurang-kurangnyva harus:

(1) memberikan keyakinan yomg memadsi atas ketaatan, kehematan,
efimensi, dan efektivitas pencapasan tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Satker/ UPT,

(2] memberikan perinpatan dini den meningkatkan efektivilas SFIP
dalam penyelengearaan tugas dan fungsi Instansi Pemerinlaly; dan

(2} memelihara dan meningkatkan kualitas bats kelola
penvelenpraraan mpas dan fungsi Satker/ UPT.

h] Hubungan Kerja vang Baik
Hubungan kerja wyang baik dengan Instans: Pemernntah

diwujudkan dengan adanyva mekanisme saling wj  antar
Satleer/ UPT dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Evaluasi Lingkungan Pengendalian
Pimpnan Satker/UPT wajlh melakukan cevaluasi terhadap lingkungan
pengendalian yang meliputi 8 (delapan) komponen tersebut
g, Tujuan
1) untuk mengetohui tingkat keandalan dan kelemahan lingkungan
pengendalian; dan
2} untuk memberikan masukan dan informasi kepada punpinan
sebagal dasar menyusun remcana tindak penguaton lnglaungan
pengendaliang
. Mckanisme evaluasi
1) evaluasi lingkungan  pengendalian dilakukan melalu  pengisian
kuesioner terkait B sub unsur lingkungan pengendalian oleh selurnh
pejabat/ pegawad pada masing-masing Satker/UPT secama berkala;
2| apabila angka 1 tidak memungkinkan, maka pengisian luesioner
dilakukan secarn swmpel dengan mempertimbangkan  tngkat
representast baik dari pejabat struktural dan pejabat fungsional
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scrta pelaksana pada Satker/ UPT;

3) pelaksanaan cvaluasi depat dilakukan secara manual maupun
secara elektronik;

4) pengisian kuesioner harue dilalodkan sesuai kondisi sshenarnya
dan bukan rekavasa (dikondisikan);

4] hasil evaluasi limgkungan pengendslian akan menghasilkan 4
(empat] kriteria kondisl, yaitu:

a) Memadai,

b] Cukup Memadeai,

¢} Kurang memadai; dan
d} Tidak memadai.

G} lingkungan pengendabian  dinyatakan baile apabila  selaruh
komponen memperoleh hasil minimal eulcup memadai (»3) dan

dinyatakan kurung baik apabila evaluasi memperaleh hasil kurang

memadai [<3);

melaltukan pemetasn terhadap setiap instrumen yvang masih

memperclell nilal <3 (kurang/tdek memadai) sshagai bahan

penyusunan rencana Undel penguatan lingkungan pengendalian;

#] sctiap rencana tindak pada mesing-masing komponen harus
memuat waktu peleksanaan dan penanggung jawah;

pelaksanaan repcana tindek harus dimoniter secars berkala oleh

Satuan Tugas SPIP masing-masing Satler [ UPT;

10} evaluasi lingkunpgan pengendalian dilalmkan secara berkals,
setelah seluruh reneana  tindak  penguatan  penpgendalian
dilaksanalkan secara honsisten, dengan mjuan untuk melinat
perkembangan keandelen hngkungan pengendelisn  secers
periodide; dan

11} pelaksanaan ovaluasi lingkungan pengendallan  mengpunakan
mstrumen/ lkuesioner sebagaimana pada lampiran 1

7)

9)

B. Pencrapan Unsur Penilaian Risike

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1] Peraturan Pemerintah Nemor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Penpendalian Intern Pemenntah, menyatakan bahwa
pimpinan instansi pemerintah waith melakuksn peniaian Histko, Unsur
penilaian Risiko merupakan fokus darl penyelenggaraan SPIP, Kegiatean
penilpicn  Risiko dilekoukan dengan melaksanakan pengelolaan  Risiko.
Penilaion Risiko merupakan teanggung jawsb bersama seluroh pihak di
linglungan Satker/UPT, vaitu Pimpinan, Pejabal, dan Pegawal yang dapat
mempengaruhi  pencopaian  saserantajusn Satker/UPT di  lingkungan
Kementerian Agama.
1. Peran Pimpman
4. Peran Pejabat/Pimpinan Satker/UPT dalam penilalan Risiko sdalan:
1] menetapkan kebijakan dan perencennen agar pengelolaan Risiko
berjalan dengan ehisien dan efektid]
2| menetapkan sasaran-sasaran organisasi baik jangka pendek
MALpUn jangka panjing,
3) mengembangkan strategi pengelolaan Risiko untuk pencapaian
sasarmn; dan
4) membentuk sistem dan melanisme untuk Whistiebiowmg Fang
mencakup:

a) saluran resmi kepada Satuan Tugas SPIP untuk whistleblowmg;
dan

b) perlindungan dan penghargaan bagl Whistleblower.
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b. Penilaian kinerja berbasis Risike dan penghargaan
1) Sasaran, strateg dan indikator serta penilaian kinerja berbasis
Hisikn harus dituangkan ke dalam Renstra dan Rencana Kerja
Tehunan (RKT):
Penilaian kinerja herbasis Risiko diterapkan terhadap setiap UPR
dan para Pemilik Risiko (risk cwners);
d) Penilaian kinerja berbasis Risiko olch Pejabat Satker/ UPT harus
berdasarkan:
a) laporan profil Risiko sctiap UPR; dan
b) hasil analisis dan rekomendasi dari Satgas SFIP
4] Aspele-aspek penilaian kinerja berbasis Risiko mencakup:
8} tingkat Risiko setiap UPR;
b) kinerja munajemen Risike setiap UPR;
c] tingkat kepatuhan; dan
d) kompetensi yang dikembangkan selarma periode penilaian.
oj Sistem penghargaan dikembanpkan secara adil dan wajar sejalan
dengan kebijakan Satker/UPT.
¢, Uoed Governance, Sistem Manajemen, dan Reviu/ Audic
Cood Governorice adalah prnsip, stukour, dan proses yang digunakan
nstansi  pemenntaban  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  gunae
mewnjudkan vist den misinya dengan tetap memperhatikan kepentingan
stekenolders lairmya berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai
efika. Penerdpan SPIP i Sather/UPT yang didukung sisiem
manajemen dan audit sdalah wujud penerapan Geod Goverrance.
Terhadap pengelola Risiko pada Unit Pernilik Risiko dileloakan:
I} reviu minimal satu kali dalam setahun oleh tim yang dibentuk alsh
Ketua Satgas SPIP di Lingkungan Kerjanya; dan

2 audit minimal satu kali dalam tiga tahun oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama.

2

d. Dokumentasi dan Pengendalinn Delkumen
1] Batlker/UPT walib mendolumentasikan keputusan-keputusan
yang telah dibuat dan hal-nal vang telah dikerjakan agar dapat
dipelajari dan diperbaili di walitu yang akan datang; dan
2) Dokumentasi tersebul  hendaknya  dikendalikan  dengan
menerapkan sistem dokumentasi berdasarkan sistem manajemen
mutu yang ditetapkan.
2. Prases Penilaien Risiko
g. Penetapan Tujuan
1} Tujuan

Penctapan konteks dilakukan untuk tujuss:

a) mengidentifikasi lingkungen dimana penilaian Risiko hendak
diterapkan;

h] mengetahui  dan  menetepkan pihak-pihakc  yang paling
berkepentingan dengan proses penilaian Risiko dan hasil dani
proses tersebut;

c) menetapkan ruang lingkup dan twuaan penilaian Risiko, kurndisi
yang membatasi dan hasil vang diharapkan; dan

d) menctapkan berbagal kritema  vang  digunakan untuk
menganahsis dan mengevaluas] Risiko,

¥) Penanggung Jawab Pelaksanaan
a) Penangpung jawab pada tingkat Satker/ UPT adalah Mmpinen



. I

Satker/ UPT dan Ketua Satuan Tugas; dan
b) Penanggung jawab pada tingkat kegiatan adalah pemilik Risiko
dan penanggung jawab pada masing mesing legiatan di unit
Lerkeit.
3] Tahap-tabap pelaksanaan
a) mengidentifilkasi sasaran straregis sesuai dengan  dokumen
perencanaan (Renstra) tahun berjalan;
b mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan
dokumen perencanaan (Renstra) tahun berjalan.
¢) mengidentifikasi tujuan kegiatan berdasarkan Term of Reference
(ToR}) masing-masing kegpatan;
d| menjabarkan ruang linglup penerapan yang berisi tentang:
(1) tingkat penerapannya: pada tingkal BSatker/UPT  atau
Kegiatan;
(2) inglonp penerapannys: program, kegiatan, atau aktivitas
tertentu;
(3} sasaran dan [ujuan penerapan;
(4} sifut keputusan yang dihasilkan;
(5) waktu dan lokasi kegiatan;
{6) kajian pendahuluan yang dibutuhken;
(7] sumber dava yang dibutuhlkan;
(8} peran dan tanggung jewab plhak-pihalk terkaat dalam proses
tersebut; dan
(@) hubungan kepiatan tersebut dengan kegiatan lain yang ada.
¢) mengidentifikasi dan menctapkan pihak-pihak, baik internal
maupun elksternal, yang berkepentingan lerhadap proses atEu
aktivitas SPIP: dan
fi kelnaran |Ourput)
Laporan hasil penetapan tujuan,
b. ldentifikasi Risiko
1} Tujuan
Untal menpgidentifikas selumn jenis Risiko yang berpotensi mengha-
langi, menurunkan, atau menunda tercapainys sasaran/tujuan
Satker/UPT maupun UPR.
2] Penanggung Jawah Peluksanaan
Pemilik Risike pads muesing-masing UPR di bawah pengawasen
Kelua Satuan Tugas.
2) Tahap-tohap Pelaksanasan.
a) Risiko Tingkat Organisasi/ Kebiakan/Program
(1) melakukan identifikesi Risiko orpanisasi/kebijakan /program
berdasarkan sasarmn  strategis  yeng tercantum  dalam
dokumen perencanaan (renstra) tahun berjalan;
(2] melakukan identifiltasi Indikator Kinena (1KV) berdasarkan
dokuman perencanaan (Renstra) tabue berjakan;
(3) mengidentifikasi Risiko masing-masing Sasaran strategts
dengan memperhatian rumusan KU yang gk
(4] Ristkn  tingkat organisasi/kebijakan/program dapat
diztrmuskan dengan negatif IKU; :
(5] mengidentibkasi scbab dan dampak dari maging=-masing
Risiko yang dapat menghalang, menurunkan, atau
menunda tercapainya sasaran stralegis;
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(6) mengldasifikasikan Risiko vang telah diidentifikasi ke dalam
beberapa jenis Risiko, di antaranya;

(7] me

Risilko strategik/kebijaksan adelah  scgala Risiko yang
{!Iﬁﬁbahlmn atall vang tumbul karena perubahan kebijakan
lingkungan kerja penpawasan, seperti perubshan kehijakan,
dan sebagainya, serta kebijakan yang diambil sebagsi TESPON
terhadap hal tersabut;

Hisike finansial, merupakan segala Risiko  vang
dischabkan oleh lkegagalan pihak kotiga dalam memenuhi
kewajibannys terhadap Satker/ UPT;

Risiko operasional, merupakan Risike yvang dischabkan
oleh kegagelan pada orang, proses, dan sistem di
Satker/UPT, faltor eksternal, dan Risike vang
ditimbulkan oleh aspek-aspek legal:

Risiko Kepatuhan, merupakan Risike vang disebabkan
nleh tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakannya peraturan
;;ﬁrundang—undangan dan ketentuan lain yang berlaku:
dan

Risiko Fraud, merupakan Risike yang disebablkan cleh
adanya kecurangan.

ndekumnentasikan  proses  Identifikasi  Risiko dalam

sebuah daftar Risiko dengan mencantumkan para pihak
yang terlibat dalam proses identifikas! dan pendelatan yang

digunakan seria memperbahary  sesual  dengan

perkembangan terakhir; dan

(8} leeluaran (Quiour)
Daftar Risiko organisasi/ kebijakan / program.

b) Risiko Tinglkat Kegiatan/ Operasional

(1} melakukan [dentifikasi Risiko leegistan / operasional
berdasarkan dokumern: perencanaan (RKA-K/L, TOR, RAB|
kegiatan tahun berjalan;

(2] melakukan identifikasi tujuan berdasarkan deokumen
perencanaan (RKA-K/L, TOR, RAB) kegintan tahun berjalan;

(3] me
jEELE

ngidentifikas) Risike masing-masing kegiatan dengan
mperhatitan mumusan tujuen vang ada;

(4] Fisiko tingkat kemiatan dapat dinumuskan berdasarckan

jen

1s-jeris kepiatan, antars lain;

Kematan bantuan sosial;

Kegiatan bantuan operasicnal sckolah (BOS);
Kegiatan tim (honor tim],

Kegiatan kediklatan;

Kegiatan penchtiang

Kegiatan paket meeting (fullboard, fullday, haifday);
Kegiatan RDK dan rapat biasa;

Kegiatan pembavaran vang makan;

Kegiatan pembayvaran tunjangan kinerja;

Kegiatan pengadaan barang/jase;

Kegiatan perjalanan dinas;

Kegiatan pembayaran tunjangan profesi garu dan dosen:
Kegatan belajar mengajar; dan

Kegiatan penelitian pada PTKN; dan kegiatan lainnya.

(3) mengidentifikasi sebab dan dampak dari masing-masing
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Risiko wvang dapat menghiolangi, menurunkan, atau

menunds lercapainya sasaran strategis;

(6) mengklasifikasikan Risiko yang telah diidentifikasi ke dalam
beberapa jenis Risiko, di antaranya:

- Risiko strategik/kebijakan adalah segela Risiko yang
disebabkan stau vang timbul karena perubahan kebijakan
lingkungan kerja pengawasan, seperti perubahan kebijakan,
dan sebapgainya, serta kebijakan yang diambil sebagad respon
terhadap hal tersebuat;

- Ristko finansial, merupakan segela Risike yvang discbabkan
oleh kegagalan pihak ketips dalam memenithi kewajibannva
terhadap Satler/UPT.

- Rimbko operasional, merupakan Risiko yvang discbablan oleh
kepapalan pada orang, proses, dan sistem di Satler/UPT,
lektor eksternal, dan Risiko vang ditmbulkan oleh aspek-
aspek legal;

- Risiko Kepatuhan, merupaksn Risiko yvang disebablkan cleh
tidale dipatubl ateu Gdak dilaksanakannva peraturan
perundang-undangan dan ketentuan lain vang berlelou; dan

- Risitko Fraud, merupaksn Risiko yang disebabkan oleh
adanya kecurangan,

(7) mendokumentasikan  proses  ldentifikasi  Risiko dalam
scbuah daftar Risiko dengan mencantumian para pihak
vang terlibat dalam proses identifiicasi dan pendekatan vang
digunakan  serta memperbaharni sesual  dengan
perkembeangan terakhir,

4] Keluaran [Outpudt)
Daftar Riziko kegiatan.
. Penilaian Risiko
1} Tujuan
Untuk mengetahw profil dan peta dari Risike yang ada dan akan
digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan Risiko.
2) Penanppung Jawab Pelaksanaan:
a] Pemilik Risiko; dan
b Roordinator Ristko maging-masing UPR di bewah pengawasan
Pemilik Risiko.
3} Langkah-langkah Pelaksanaan
a] melakukan foaussed group discussion (FGDJ untule menila
masing-masing Risiko yang telah teridentitikasi;
b) melakukan analisis terhadap konsckuensi Risiko dengan
metnde sebagai beriloats

(1) untuk Risike yvang memiliki konsekuensi keuangan, dapat
dianalisa dengan menggunakan nilai rata-rata kerigien
keuangan yang terjadi karens suatu Risiko dan
mengeolongkannya berdasarkan skala yang telah ditetapkan
untk masing-masing tngkat kerugian yang terjadi; dan

(2) untuk Risiko vang memilild konsekuensi non keuangan, maka
konsekuensi Risikn wyang  hersifal  kualitatil  tersebut
dikuantifikasikan dengan mengganakan skala yang  telah
ditetapkan  unmk  masing-masing katagori  unghat
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konsekuensi

ditetapkan.

¢) melalukan aoalisis wrhadap bessriye kemungkinan Risiko

teridentifikasi  akan tegadi, dengan carm  memperkirakan

frekuensi terjadinya Risiko tersebut pada suatn  periodes
tertenty,

d) melakulkan analisiy lerhadap besar-keeilnya dampak dari Risika
teridentifikasi terhadsp pencapaian tujuan/sasaran, yang
dilakukan dengan cara penghitungan langsung vaitu dengan
mengpunakan nilai rate-rata dampak suatu Risiko pada snatu
periode terteniu; dan

¢ mengidentifikasi dan menetapkan kriteria pada masing-masing
tingkat kemungkinan dun dampak terjadinya Risiko
berdasarkan pembagian tngkalan yang telah ditetapkan dan
selanjutnya digunaskan untuk mengenalisis dan mengevaluasi
Risiko. Tingkat kemungkinan dan dampsk Risike sebugai
berikut:

(1] Tingkat kemungkinan terjadinya Risiko (rsks Gkeltthood):

dengan  parameter-parammeter  yang  telah

e i
Terjadinya Katepari | Keterangan
Ristko |
: Sangat |Remungkinan terjadinya

s Jarang  jarang sekaliftidek pernsh

2 Jarang  Kemungkinan teriadinya
3 Sering Kemungkinan tinggi terjadi
4

Kemungkinan terjadinya
n'_El sering sekali/ selalu

| SangatSeri

(2} Tingkat dampalt Risiko (risk consequences);
“g;“ﬂ.i‘;k Kategori Keterangan

' Pengaruhnya terhacap
strategl dan akuvitas operasi

sangal rendah

i | g‘:’;ﬁzth > Pergaruhnya terhadap
kepentingan para pemangku
kepentingan [stakeholders)
sarpal rendali
Pengaruhnya terhadap
strategl dan aktvitas operas:
rendah
2 Rendah # Pengaruhnya terhadap
kepentingan para pernangka
kepentingan [stakeholders)
rendah .
| ¥ Peagaruhnya terhadap
strategi dan aktivitas operasi
tinggi
3 Tinggi # Pengaruhnya lerhadap
kepentingan para pemangku
kepentingan (stakeholders)
tnggi

"r

v
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| » Pengaruhnya terhadap

| strategi dan akrivitas operasi
sangal tingg

Pengaruhnoya terhadap |
kepentingan para pemangxu
kepentingan (sickeholders)

| I sangat tingei

4 Sangal ! =
Tingg i

f} melakukan analisis terhadap Ungkat level) suatu Risiko dan
kecenderungan arah Risikonya.

(1) Tinghat atay level Risiko diukur dengan mengpunakan dus

dimensi, yaitu tingkat konselouensi (conseguence) dan

kemungltinan terjadinya Risiko (yang dinyatakan dalam

frelouens:)
(2] Bahasa warna untuk lepel Risiko dirumuskan sebagai
berikaat:
- Risiko sangat rendah: warna hijau
- Risiko rendah »warma kuming muda
- Risiko tnpgg ¢ warna kuning tua

- Risiko sangat tinggl : warna merah

[3) Analisis terhadap kecenderungan arah  (tren) Risileo
dilakukan dengan cara mengidentifikasi perubghan atau
pergesaran linpkat/level Risiko yang dikaitkan dengan
upaya miligasi yang telah dilakukan ataupun fakior-faktor
lain yang mempengaruhinya.

g) melakukan analisis terhadap profil Risiko dan pemetaan Risiko,

(1) Analisa terhadap profil Risiko dilakukan dengan menjelaskan
total ekspostr Risiko yang dinvatakan dengar tingkat fevel)
Risikn dan frend-nyo,

(2] Analisa peta Risiko dilalouken dengan menjelasican gambaran
iotal Risiko dan distribust posisinys dalam grafk dengan
frekouensi pada sumbu horsontal ix) dan konselkuensi pada
sumby vertikal (v).

Tangd
Tings|

Tiggh

HORSEHUFREL

FREKLERLE

(3] Tingkat Risiko gabungan (komposit] uniul MASINE-TTE ST
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xatagorl Ristko diperoleh dengan menppunokan rata-reta
tingkat konseluensi dan mtarae tingkat kemungkioan
terjadinya Risiko-Risiko pada kategor tersebut.

h] membuat laporan secars berkals mengenai profil dan pew
E::Ls.ilm yang dianalisis kepada Ketua Satpas SPIP dan Pemilile
Risiko sebagai nmpan halik.

1| keluaran foutput)

Laporan hasil analisis Risiko veng berisi:
(1) identifikasi akar permasalaban;
(2) penentuan tingkat {level) Risiko, profil dan peta Risiko:
{3) keputusan terkait dengan perlu ateu tidaknya dilalkukan
analisis yang lebih mendalam dan bersifat kuantitatif; dan
{4) masukan bag pejabat pengambil keputusan untuk memilih
aniar berbagai opsi penangan Risiko yang ada scsuai bobot
biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.
d. Evaluasi Risilo
1] Tujuan
Untuk menctapknon prioritas Risitke dan menetaplan  periu
tidaknya penanganan terhadap suatu Risiko.
2] Penanggung Jawab Pelaksanaan
a Ketua Satgas SPIF; dan
b) Pemilile Risiko masing-masing UPR.
3| Tahap-tahap Pelaksanaan

al menctepkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam

melakulan evaluas) Risiko, vaitu;

{1} Risike yang perlu mendapatkan penungansn;

{2} priorilas penanganan A

(3) besarnya dampak penanganan tersebul terhadap kontek
yang lebih luas: dan

(4) perlu-tidaknya dilakukan analisis Risiko lanjutan.

B secars berkala Ketua Satgas SPIP dan Pemilik Risiko harus
mengevaloasi Risilo,

4} Keluaran {Output)
5) Laporan hasil evaluusi Risiko vang berisikan urutan prioritas

Risiko dan daftar Risiko vang akan ditangani.

C. Unsur Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan Pasal 18 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sister
Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi
Pemenntah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian scsuai dengan
ukuran, kompleksitas, dan sifat dard tugas dan fungsi Instensi Pemerintah
vang bersangkutan, Penvelengparaan kegiatan pengendalian selourang-
kurangnya memiliki karakteristik, waitu a) kegiatan pengendalian
divtamakan pada kegiatan pokeok [nstansi Pemerintaly, b) Lkegiatan
pengendalian harus dikaitkan denpan prmses penilaian risiko; ©) kegiatan
pengendaban yang dipilih  disesuaikan dengen sifat Ihusus Instansi
Pemerintah; d) kebijakan dan proscdur harus ditetapkan sccara tcriulis, €)
proscdur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditctapkan
secara tertulis; dan ) kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untul

memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesual dan berfungsi seperd
yvang diharapkan,



40 -

1. Pengendalian atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian

a. kegiatan pengendalian dalam rangka melakulkan penguatan
linglungan pengendalian didasarkan pada hasil evaluasi lingkunpan
pegendalian;

. kegiatan penguatan lingkungan pengendalian difnkuskan pada sub
unsur bngkungan penpendalian yang berdasarkan hasil evaluas:
masth memperoleh nilal tdak/ kurang memadai:

¢, kogiatan penguatan lingkungan pengendalian dilakukan melalud
penyusunan rencana tindak penguatan lingkungan pengendalian:

d. rencana tindak yang dilakukan haros mencakup rencana alksi
penguatan masing-masing sub unsur, waktu peleksanaan dan
penanggug jawab pelaksansannva;

e, rencana tindak harus dikomunikasiken kepada seluruh jajaran
pimpinan Satleer /UPT;

f. rencana tindak harus dilakulean pemantauan dan evalussi seeara
berkala untuk mengukur tingkat realisasi pelaksanaannya;

g kegiatan penguatan lingkunpan penpendalisn dilakssnaken oleh
Satuan Tugas SPIP Satker/UPT,

h. setelah seluruh rencana tindak dilakokan sesuni rencana aksl yang
telah ditetapkan, maka dilaluken evaluasi linglungan pengendalian
kembali untuk mengukur tingkat efektifitas rencana tundak
penguatan linglungan pengendalian yang telah dilaksanskan; dan

L, apabila hasil evaluasi masih terdapat sub unsur yang masih lemah,

maka disusun kemball rencana tndak  dengan  mekanisme
stbapairnana diuraikan di atas,

2. Pengendalian atas Risiko
a. Tajuan
Menentukan jenis penanganan yvang efektif dan efisien untul suatu
Riaiko.
b Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pelaksana penanganan Risiko pada masing-masing [evel Risiko

berikut ini adalah:

] Pelaksana Risike dengan potensi level "Risitko sangat tingei dan
Rigiko tinggi " adalah Ketua Satpas SPIP dan Pemilik Risilko;

2) Pelaksana Risiko dengan potensi level "Risiko rendah ' adalah
Pemilik Risiko; dan

3) Pelaksana Risiko denpan potensi level "Risiko sangar rendalh"
adalah Koordinater pada masing-mesing UPR < bawah
pemantavan Pemilik Risilo.

. Tahap-tahap Pelaksanaan.
1) menentukan jenis pilihan penanganan Risiko berdasarkan pada
pedoman atau prosedur vang berlakn dengan mengkaji terlebih
dulu kelengkapan dan kesesuaiarn penerapantys;
2) pensnganan Risiko, dapat dilakukan dengan berdasarkan urutan
tingkat Risiko, plihan peoanganan Risiko yang harus diambil adalah:
g) menghindari Risikn yang ada sccara sepenuhoya: menghindan
atau menghilangkan ancaman sepenuhnya memiliki konseluensi
hilangnya peluang yang ada;

b} menurunkan frekuensi  lerjadinya  Risiko  (langhkah-langkah
preventif), dar

¢ menurunkan tngkat konsckuensi Ristko yang lerjadi flangkah-
langkah redulest),
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3 penanganan Risiko diarahkan pada penanganan akar permasalah-
an (roof eause) dan bukan hanyva geiala permasalahan; dan

4] UPR perln mengembangkan rencana kontingensi bila Risiko yang
telah dianalizsis bersama Ketua Satgas SPIP adalah Risiks level
tinggi yang melampaui kemampuan Satkeer/UPT untuk menyerap
kensekuensinya, misalnya adanya force majeure, dan sejenisnya.

Apabila kondisi tersebut terjadi, maks rencana  kontingensi

mencakup:

a) langkah-langkah darurat, termesuk langkah-langkakh
pendeteksian dan pembatasan dampak. Langkah-langkah darural
harus dilakukan dalam hitungan jam hinega beberapa har.

b] rencana penanganan kondis: darurat/kritis mencakup:

(1) rencana terperinci strategi dan manajemen krisis;

{(2) tm penanganan krisis langsung di bawah koordinasi Ketua
Batgas SPIP;

(3) rencana media dan seluran komunikasi; dan

(4) Dana penanganan krisis.

c| langkah-langleeh pemmlihan, termasuk di dalamnya tahap-
tahap pemulihan yakn:

(1] rencana pemulihan tahap pertama {contimuity response)
mencakup!
- rencana dan sirategi pemuliban;
- infrastrukiur pemulihan;
- rencana media dan saluran kemunikasi; dan
- dana pemulihan tahap pertama.
{2) rencana pemulilan tahap kedua frecovery responsa)
mencaloup:
= kegiatan pemulihan;
- pengembangan proses ban:/peningkatan proses yang
ada;
- kajian pasca insiden;
- dana pemulihan; dan
- pengaltivan kembali.

d) rencana kontingensi ini mengharuskan para Pemilik Risiko dan
Keriz Sargas SPIP merujuk pada praktik terbaik fbest practioe
vang bersifat praktis dan tepat untuk kondisi Sather /UFT.

d. keluaran [Culput)
Laporan Penanganar Risiko yeng mencalouap:
1} hasil identifikasi berbapai opsi penanganan Risiko;
2] penilaian atss opsi-opsi tersebut; dan
3) rencana penanganan, persiapan serta implementasinya.

3. Komponen Kegialan Pengendalian

Penctapan kegiatan pengendalian dilakukan dengan melakukan

pemetaan atas kondisi, sebagai berikut:

a. Penpendalian yang Seharusnys
Pengendalian  yang seharusnye merupakan pengendaiian  yang
semestinya ada atas Risiko vang telah teridentifikasi, Pengencalian il
bimsanya berupa peraturen perundang-undangan dan  kebijakan
internal/pimpinan  terkait peleksanaan program/kegiatan  pada
masing-masing Satker/UPT,
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Efektivitas Pengendalian

Efckbivitas pengendalian  merupakan  anaslisis aias  kecukupan
poraturan perundang-undaengan  dan kebijphan nternalf pimpinen
vang telah ada yvang dikaithan dengan Risileo yang teridentifilcasi
Selain tingkat kecukupan peraturan perundang-undangan, efektivitas
pengendalisn ini jupga dapat dianalisis dari sisi tingkat ketastan
pelaksanaannya.,

Pengendalian yang Masih Dibutuhkon

Pengendalian vang masih dibutohkan meropakan hasil anab=sis!peme-
taan aniara Risiko teridentifikas,, pengendalian vang sudah ada dan
efelctivitns pengendalian baik dari sisi kecukupan peraturan perundang-
undangan maupun Hngkat kewaatan  pelaksanaannya. Sehinges
pengendslian vang masih dibutuhkan merupakan kondisi yang harus
diciptakan/diagendakan untuk meminimalis't/menghilangkan Risiko

teridentifikasi dapat terjadi dalam pelaksansan program/hkegiatan
tertentn.

D. Unsur Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan Pasal 41 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistemn

Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa Pimpinan Instans
Pemerintah  wajib mengidentifilkasi, mencatat, dan mengkomunikasilkan
informast dalam bentul dan wakto yang tepat yvang diselenggarakan secara
efeletif. Penvelenggaraan komumikas: yvang efekul sekurang-kurengnya: a.
menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi

dan b mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi
SCCATE LErUS IMETCTUs.

1. Tujuan |
Tujuan penyelenggaraan informas: dan komunikasi adalah:
a. untuk mengkomunikasiken seluruh kegiatan pengendalian yang

telah  ditetapkan pada proses keglalan peugpﬂda'iiran kepada
nimpinan  Sutker/UPT dan penanppung jawab kegialen seria
penangpung jawab rencana aksi pada masing-masing Satker [UDPT;

b. agar pihak-pihak yang rerkail dapat menjalankan tanggungjawsbnya

1

dengan baik s o
Untuk memperoleh informusi yang relevan dari pimpinan dan
penanggung jawab kegiatan/rencana aksi.

2. Penanggung Jawab Pelalsanaan

H.

Pemilik Risiko; dan

b. Keordinator Risilo.
3, Tahap-tahap Pelaksanazn .
a. melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pernanghul

kepentingan baik internal meupun eksternal pada setiap tahapan
proses SPIP, baik dengan saluran resmi maupun saluran tidak resmi,
saluran komunikasi meliputt

1) Website;

2) Sural edaranm,

3} Rapat berkals;

4) dan lain-lain.

. melakukan ksjian atas efektifitas komunikasi serta menyampaikan

analisis dan relkomendasi kepada Pemilik Risiko dal.n_Pejabm pada
Satler /UPT yang dilakuken dalam kurun waktu minimal & {enam]
bulan sekali.
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E. Unsur Pemantauan dan Evaluasi

Berdasarkan Pasal 43 PP Nomor 60 Tahun 2008 lentang Sistem
Pengendalian Intern Pemeriniah menyatekan bahwa Pimpinan Instansi
Pemenntah wajib melakulsan pemantauan Sistem Pengendalian Intern baik

pemantavan  bericelanjutan, evaluasi  terpisah, dan  tindak lanjul
rekomendasi hasil audit dan reviu lainoya.

Pemantauan penyelenggarann SPIP dapal dilakukan dengan permantauan
berkelanjutan dan evaluasi terpisah.
1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantausn berkelanjutan diselengperakan melalui kegiatan pengelelaan
rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lein yang terkait
dalam pelaksanaan tugas, Pemantavan berkelanjutan alel atnsan langsung,
pimpinan Sathker/ UPT atau oleh Satuan Tugas SPIP secara berkala.
Pemantauan vang dilakukan oleh Satuan Tugas SPIP dilokuskan pada
rencana aksi penguatan lingkungan pengendalian dan  pelaksanaan
kepiatan pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik pada tinglkat
program moaupun  Kegiatan. Proscs pelaksanaan pemantanan
berkelanjutan, sebagal berikut:

a. Tuuan

Mengantisipasi perubahan Risiko yang bersifat mendadalk dan persistent

brik pada tingkat Risilko meupun arah Risiko vang berdampak negatil

pada profil Risiko.

b. Penangpung Jawab Pelaksanszan
1) Ketua Satgas SPIP, dan
) Pemilik Risiko.

e. Tahap-tahap pelaksanaan

1) melakukan pengawasan dan pengendalian ratin atas kinerja
aktual Satker/UPT yang diharapkan atau dipersyaratkan, serta
realisasi atas rencana kegiatan penpendalian atas Risiko
teridentifikasi:

2] memantan penanganan Risiko pada khususnya dengan ecara
menilai efektivitas semua langkah dalam proses SPIP berdssarkan
laporan  pelaksanaan  tehap-tahap — sebelumnya  serta
menggunakan sistem dan teknologl informasi SatkerUPT guna
memastikan bahwa prioritas penanganan masih sclaras dengan
perubshan di dalam lingkungen eperasional; dan

3] menentulan priontas monitoring risike
Prigritas monitoring dapat diberikan pada:

i) Risiko tingg dan sangal tinggi;
b) konsentras Ristlo;
¢} kriteria woleransi Risiko dengan Risike residual yeang tinggl; dan
d) perkembangan teknologi dan alat transfer Hisiko yang dapat
mempengaruhi efekbvitas penanganan Hisite yang sedang
berjalan.
d. Keluaran ((hitput]

Laporan hasil monitoring rencans alksi penguaten lngkungso

pengendalian dan Riziko

Jenis-jema pemantauan berkelanjutan:
a. Pcmantanan Berkala:
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FPemantauan dilakukan sckurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan
sckall dengan memeriksa ukuran-ukuran dan parameter yang ada;
b. Revin Unit Pemilik Risiko ([UPR)
Pemantauen yang bersifal selekof eleh Pemilik Risiko tsrutama
diarahkan pada Risiko yang berdasarkan fingkat Risiko
membunihkan perhatian khusus dalam penanganannya; dan
e, Audit
Pemantauan yang dilalcukan oleh suditor internal atau eksternal
dengan ruang lmgkup dan frekuens: vang lebih terbatlas, terutama

pada Risiko Risiko utama dengan reviu lebih pada keandalan sistem
dan bukan kondisi yang ada.

. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah diselenggorakan melalui penilaian sendird, reviu, dan

penmijian efektivitas Sistem Pengendalian lotern. Evaluasi terpisah olen

Inspekiorat Jenderal, BPKP awsu BPK-RI. Evelussi terpisah dapal

dilekuban dengan menggunaken daftar wji pengendalian intern sebagai-

mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor &0

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalizn Intern Pemerintah, Evaluas:

terpisah oleh Inspektorat Jenderal, sebagai berikut:

4. Inspekloral Jenderal melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP pada
Satker/UPT Kementerian Agama sctap bulan Juli s.d September
bulin bemalan  atas  penyelenggaraan  SPIP Satker/UPT  tahun
sebelumnya;

b. program evaluasi penyelerigparaan SPIP menjadi baman dan Program
Kerja Pengawasan Tahunen (PEPT) Inspektorat Jenderal, vang
dilsoordinasikan salah satu cleh Inspektorat Wilayah pada Inspektorat
Jenderal Kementonan Agama;

c. teknik den tata cara evaluasi penvelenggaraan SPIP akan diatur
tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. laporan hasil evaluasi penyelenggarnan SPIP disampaikan kepada
pimpinan Satker/UPT dan Menteri Agama melalui Sekretaris
Jendersal;

¢. setiap pimpinan  Satker/UPT melaiui Satuan Tugas wajib
menindaklanjuti saran hasil evaluasi yang dilakukan cleh Inpektorat
Jenderal; dan

f. Satuan Tugas SPIP Kementerian Agama Pusat melakukan
pemantauan sécara intensif terhadap tindek lanjut yang dilaloukan
aleh Satker/ UPT.

. Tindak Lanjul Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya ‘ .

Pimpinan Satker/UPT wajib menindalklanjuti seiap rekemendasi hal'm:l

gudit dan reviu lainnya sesual dengan mekanisme penyelesaian

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan,

. Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP

Dalam rangkn memperkuat dan menumang  efektivitas  SPIP pada

Kementenan Agama, dilaluxan: . )

a. Pengawasan intermn atas peoyelenggaraan tugas dan [ungst masing
masing Satker/ UPT termasuk akuntabilitas keuangan negara. Dalam
rangka pelaksanaan pengawasan intern  Inspekiorat Jenderal
melaksanakan pengawasan intern terhadap selurch kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementenan Agama yang
didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penpawsasan intern vang dilakukan oleh Inspektorat Jendesal,
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melalul:

1] -audit;

2] reviwg

3] evaluasi;

4] pemantauvan; dan

g} kegiaran pengawasan lainnya,

- Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi:

1} sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SPIP:

2) pendidikan dan pelatihan SPIP; |

d) pembimbingan dan kensultansi SPIP: dan

4 peningkatan  kompetensi  suditor aparat  pengawasan
pemerintah terleait SPIP.

intern



BAB IV
PELAPORAN

Pimpiran  Satker/UPT Kementerian Apama  wajib  melaporkan  husil
penyelenggaraan SPIP kepada Menter] melalui Sekretaris Jenderal padn setiap awal
bulan Desember, Laporan penyelengearaan SPIP dapat diuraian scbagai berikut:

A, Laporan penyelenggaraan SPIP minimal berisi:
1. Bab | Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan
[, Sasaran
E. Sislematika Laporan
2. Bab lIGambaran Umum SPIP
J. Bab Il Profil SPIP
A. Profil Lingkungan Pengendalian
B. Profil dan Peta Risiko
C. Rencana Aks: Penguatan Lingkungan Penpendalian
0. Eencana Penanganan Risiko
E. Informam dan Komunileasi
F

. Pemantauan SPIP
4, Bab [V Penutup

B. Penangpung Jawab Pelaporan

Penanggung jawab pelaporan adalah Ketua Satgns SPIP Satler [ UPT.

C. Mekanisme Pelaporan
Pelaporan dapat dilakukan baik seeara manual (hard copy) maupun secara
online {saft copy} melalui aplikasi SPIP Kementerian Agzma.
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BABV
PERUTUP

Pembangunan lingkungan pengendalian den penilaian  Risiko poada
Kemenierian Agama merupakan int darl pelaksanaan SPIP sebagaimana
dimanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah den Peraturen Menteri Agama Nomar
24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemeriniah di lingkungan Kementerian Agama, Dengen diterapleannya SPIP ind
diliarapkan pimpinan di semua tinpkatan dapat mendeteks: secara dinid
kemungkinan kejadian yang dapat menghambat pencapaian sasaran/ tujuan
baik di Ungkat organisasi maupun pada tingkat kegiatan di linglangan
kerjanye masing-masing,

Keberhasilan penerapan SPIP ini terletak pada Romitmen pimpinan pada
semua tingkatan delam mengawal dan memantau secara berkala melalui peran
Satuan Tugas untuk setiap bentuk kebijekan dan kegiatan yang dilaksanakan,
Keberhasilan penerapan SPIP dapat memberikan kevakinan yang memadai
baik bagl pimpinen di semua tingkatan, maupun bagl lembaga pengerwasan
baik internal maupun cksternal terhadap pelaksanaan kegiatan yang efektif
dan efisien, keandalan laperan keuangan, kemananan aset dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan diterapleannya SPIP ini juga dihardapkan mampu memberikan
kesadaran bagi seluruh jajaran punpinan, bahwa setiap tanggung jawab yang
diembannya sclalu sarat akan risiko.

MENTER] AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

'.i-h,

'fLLTH'MAH HAKIM SAIFUDDIN
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LAMPIRAN 1l

REPUTUSAN MENTER] AGAMA REPUBLIK INDUNESIA
NOMOR £50 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA

KUESIONER EVALUAS] LINGEUNGAN PENGENDALIAN
SPIP PADA SATEER/UPT PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. IDENTITAS RESPONDEN
Berilah frekmark untuk pilihan vang paling tepat, Apa posisl anda saat ini?

00 Pejabat Strukiural
[1 Pejabat Fungsional Tertentu
T Pelaksana

B. PETUNJUK PENGISIAN
1, lsilah dengan memberikan fickmark (V) pada salah ssta kotak pilihan
jawabon.
2. Responden dapat menambahkan narasi lain teckait lcondisi lingkungan
pengendalian pada bagian alhir kuesioner i,
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SUB UNSUR
HNEJ PERTANY MI:"' JAWABAN ()
A. | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika
1 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | 1 Tidak Pernah
memberikan  keteladonan  dalam  hel | g Jarang
mntegritas dan etika pada ungkah laku | o Sering
sehar-hao 11 Splalu
2 Telah ada aturan perilaky (misalnya kode | 0 Belum Ads
etiy, pakta integritas, dan aturan |0 Sedang Disusun
perilaku pegawai) 0 Budah Ada
0 Sudah Ads &
. | dimutalkhirkan
3 Rekan-rekan kerja telah berperilalon | 0 Tidak ada
sesuai dengan nilai-nilal nlegritas dan | [ Sebagian kecil pegawai
etilka O Sebagian besar pegawai
L 0 Seluruh Pegawai
4 Pegawal telah memperolch penghargaan | O Tidak Pernsh
yang sepadan dengan prestasi kerjanya |0 Jarang
0 Senng
= [ Selalu It
- Penghargaan vang diberikan kepada para
pegawal  telah cukup _mumudlzlii u,':ﬁ,k 0 Sangal Tidak Memada
menghindari godaan untuk melanggar [0 Tidak Memadai
hukum, aturan organisasi dan nilai-nilei | 2 Memadai
etika d Sangar Memadai
6 Dokumen pernyataan aturan perilakuo | [ Tidak &
telah  disampaikan kepada seluruh | 0 Disampaikan tanpa
pegawal penjelasan
[l Disampaikan dengan
penjelasan
O Disampuikan dengan
penjelasan dan pelatihan
ika diperlukan |
7 Dalam sesialisas]i aturan perilaku telah | 0 Tidak Pernah
dijelasian LEnang bagaimana disnsializasikan
praleteknya dalam situasi sehari-hari 0 Jarang
0 Sering
| 0 Hutin
& Kebijakan organisasi dan aturan perilaku | 0 Tidak Pernah
setiap tahun telah diinformasikan kepada | - | Jararg
pihek ketign (masyarakat, rekanan, | Sering
Satuan Kerja/ UPT lainnya) 0 Rutin
%  Media Urganisasl (majalah/buletin .
internal, papan pengumuman, situs|C Tidak Pernah
resnd, dan lain-loin) telaly | B Jarang
menginformasikan pelaksanaan aturan |0 Sering
perilalm oleh para pegawal 2 Rutin
10 Seluruh pegawai secara rutin telabh | C Tidak Pernah
menandatangani  pernyalaan  aturan | C Jarang, Schagian Pegawai
perilakn L Rutin, Sebegian Pegawsi
Lo L

FEutin, Seluruh Pegawai
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didefinisikan secara tepat.

: »UB UNSUR ¢
NE} PERTANYAAN JAWABAN ()
11 Pernvataan aturan perilal telah dibaca O Tidak
oleh semua pegawai 0 Sebagian Kecil
| Sebagian HBesar
— O Semua
12 Pernyataan aturan perilaku  telah | O Tidak pernah
dipahami oleh semua pegawsi [0 Sshapan Kecil
[1 Sebagian Besar
] Semua
13 Pimpinan BSataan  Kerja/UPT telah | 0 Tidak Pernah Dipantau
memantal apakah seluruh pegawai telah | O Jarang
mengikuti sosialisasi aturan perilaku O Sering
B D Selaly
14 Telah terdapat fungsi khusus di dalam | 0 7Sdak ada
Satuan  Kega/UPT  yung melayani | [ Ada, tapi belum berfungsi
pe:maduur{ masyarakal atas pelanggaran | 0 Ada, tapl belum optimal
aturan perilalku 0 Ada dan sudah optimal
15 Pimpinan Satusn  Kerja/UPT telah | 0 Tsdak Pernah
mendapat  informasi  atas  kepstuhan | 0 Jarang
pelaksanaan aturan perilaku di Satuan | o Sering
Rerja/UPT [ Selalu
16 Pelanggaran aturan perilako felah | O Tidak Pernah
diindaklaniuti sesuai ketentuan yang | |] Jardng
berlaku O Sering
O Selalu
1Y Investigasi atas pelanggaran aturan | O Tidak pernah dilakukan
perilaku telah dilakukan oleh petupas investigasi
vang kompeten dan independen 0 Dilakukan oleh petugas
yvang tidalk kompeten dan
tidak independen
0 Dilakukan oleh petugas
yang tidak kompeten atay
bidak independen
O Dilakulkan oleh petugas
yvang kompeten dan
independen
| B | Komitmen terhadap kompetensi il
1. Satuan Kega/UPT telah  memiliki | O Tidak Memiliki
strategi/ rencana kompetensi vang | O Sedang disusun
berisikan  standar  kompetensi  vang | O Yd, elah disusun
dibutuhbkan untuk melaksammken tugas | 0 Ya, disusun sesual
dan lungsinysa kebutuhan steategi B
ajuan Satnan Kerma/UPT
|2 8DOM yanpg memadai telah tersedia untuk | 0 Sangat Kurang
melaksanakan strategl dan perencanaasn | O Kurang Memadai
organisasi C Cukup Memadai
L Memadai
3 Kompetensi yang dibutuhkan dalsm |0 Tidak ada ursian
setiap posisi i Satuan Ketja/UPT telah |  kompetensi

1 Scbagian kecil posisi
sudah dibuat vraian
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SUB UNSUR
NO PERTANY Mrf;_ _ JAWABAN V)
kompetensinya
[ Sebagian besar posisi
sudah disuat uraien
kompetensinya
(1 Sudah dibuat uraian
kompetens: setiap posisi
-~ dengan tepat
4 Para pegawai telah ditempatkan sesuai | [1 Sangat Tidak Semaju
dengen kompetensi dan  pengalaman | O Tidak Setuju
mereka  berdasarkan  syarat  dan | O Setuju
h— kebutuhan dari posisi tersebut T Bangat Setuju
» Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | T Sangat Tidak Seraju
memiliki pengalaman kerja vang luas | Tidak Setuju
tidak hanya terbatss pada hal-hal teknis |0 Setuju
tertentu saja 0 Sangat Setuju
6 Kompetensi SDM telah dipantau secara |0 Tidak Pernah
efektif O Jarang
0 Sering
[0 Selalu dan terjadwal
7 Telah terdapat perencanasn pelatthan |0 Belum Ada
yvang memberikan pemahaman kepada |0 Dalam proses penyusunan
pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian |0 Sudah ada tapi belum
lainnya diformalksm
0 Budah ada dan
dilormalkan
& Pelatihan yang memadai telah sclalu | CTidak Pernah
dilakukan sebelum pegawal menduduki| O Jarang
posigl penting O Sering
0 Selalu
9 Satuan Kerja/UPT telaly memiliki | (] Belum Ada
renicana Kaderisasi staf vang kompeten |0 Dalam proses penyusunan
urntuk menduduld posisi-posisi penting 1 Budah ada tapi belum
dilormalkan
T Sudah ada dan
difsrmallcan
10 Dokumentasi tentang prosedur penilaian | DSangat Tidak Setuju
kompetensi pegawai telah memadai dan |0 Tidek Setuju
dimutakhirkan secara periodik O Setuju
...... O Sangat Setuju
. 11 Assessment/penilaian kompetensi dari |0 Tidak Pernah
mdividu kunci telah dilakukan sccara |0 Jarang
pericdik dan didokumentasikan secara |0 Sering
|| lengkap Ll sangat Serng
12 Evaluasi kompetensi dan kinerje pegawai | 0 Tidak Pernah
telah dilakukan sceara periodilkc d Jarang
0 Sering
|0 Sangat Sering
C | Kepemimpinan Yang Kendusif

1

Pimpinan BSatuan Kera/UPI'  melalui
perkataan dan perbuatan telah selalu
menekanlean  pentingnva  pencapaian
tujuan pengendalian internal

OBangat Tidak Setuju
O Tidalk Setuju
[ Behuaju
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SUB UNSUR / g Z 23
NO PERTANYAAN JAWABAN (v]
tujuan pengendalian internal T Bangat Setuju
i 2. Pimpman Satuan Kerja/UPT telah | OSangat Tidak Setuju
inerpertimbanglan risiko dalam 'O Tidak Setuju
pengambilan  keputusan dan  sering | O Setuju
mendiskusikannya di dalam rapat O Sengat Setuju
3 Gayas don "tone' kepemimpinan yang|(OSangal Tidak Setuju
kandusif telah dirasakan baile di dalam |0 Tidak Betuju
maupun di luar crganisasi O Seruju
= N O Sanpgat Setuju
4 Pimpinan Satvan Kega/ U!’T t,s;l:.ah OSangat Tidak Setuju
membentuk dan memfungsikan salgas 0 Tidak Setui
= . . | =elia
SPIP, Inspektorat atan unil organisasi [ Setuiu
tse;]tgntu Untuk mendorong  penerapan | o Sangat Setuju
5 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | CSangat Tidak Setuju
menekankan pentingnya pencrapan SPIP | O Tidak Setuju
dalam setiap kegiatan organisasi 0 Setuju
0 Sangat Setuju
B  Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | O Sangat Tidak Setuju
mengkomunikasikan SCCATA efcktil | [ Tidak Setau
tujuzn pengendalian intern kepada para |0 Setuju
pegawai yang terkait | [ Sangat Setuu
7 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah |0 Sangat Tidak Setuju
mengikutsertakan pejabat dan pegawai | 0 Tidak Setuiu
terkait dalam proses penetapan tuman | Setujn
pengendalian ntern o Banpat Setuju
D

Pembentulan  Struktur Organisasi
| Sesuai Dengan Kebutuhan

Yang

pejabat kunci telah ditetapkan dan

1. Struktur orpanisasi  telah  direncang |0 Sangat Tidak Setuju
sesual dengan kompleksiias dan sifat |0 Tidek Seluju
kegizlannya, O Setuju

i — 0 Sangat Setuju

2. Seluruh unit arganisasi telah mempunyai | 0 Sangat Tidak Setuju
kewajiban  untuk  menyusun  laporan |0 Tidak Setuju
sccara tepat walktu, O Setuju

Ry | [ Sangat Sentju
" | Risike yang muncul dan keberadaan |U Sangat Tidak Setuju
struktur organisasi telah diperhitungkan |1 Tidak Setuju
Pimpinan Satuan Kega /UPT O Setuju _
O Bangat Setuju
"~ |# Struktur orgamisasi yang ada telah |[J Sangat Tidak Setu
mempermudah  penyampaian  informasi | U Tidak Setuju
risiko ke setiap bagian O Setuju
O Sanzar Setuju

5 Struktur organisasi telah dilengkepi |0 Sangat Tidak Seruju
dengan bagan orpanisas vang { O Tidak Setuju
menjelaskan prran dan tanggung jawab | [ Setuju
Masing-masing pegawai 8] i Setuju

6 Uraian tugas untuk masing-masing | [ Sangat Tidak Setiju

0 Tidak Setuju




SUB UNSUR |

il
NO PERTANYAAN JAWABAN %)
dimutakhirkan U Betuga
L Sangat Setuju
7 Proses validasi atas tingkal kehandalan, | O Tidak Pernah
keakuratan, kelengkapan, ketepatan [0 Jarang
walttn sistem informasi teloh dilakukan | [ Sering

secara berkala

O Selala

.F:ndnll:gasian Wewenang Dan Tanggung

Jawab Yang Tepat

e e ™

1. Pimpinan Satuan Rena/UPT  telah
melakukan revin dan evaluasi secars
berjenjang terhadap peran dan tangaung
tawab bawahannva terkait SPIP

[l Tidak Pernah
0 Jerang
0 Sering
| Belaly

2. Dalam setep raker/rapim, MPimpinan
Satuan Kega/UPT telah secara radn

membahas efektivitas  penvelengesraan
qrtP

O Tidak Pernah
O Jarang

0 Sering

[l Rutin

3 Pendelegasian wewenang dan tonggung
Jawab telah ditetapkan dlan

O Sangal Tidak Setuju
[ Tidak Setuju

didolkeumentasikan secara formal ] Setuju
11 Sangat Setuju
4 Kriteria pendelegasian wewenang telgh | D Sangat Tidak Setuju
tepat O Tidak Betaju
0 Setuju

| 0 Sangat Setuju

e

Pejabat ltunci (key management] yvang
diberi kewenangan telah memasheami

=t

O Sangar Tidak Senaju
| 0 Tidak Semju

tanggung jawab dan wewenangnya [0 Setuju
o [l Sangat Selwju
& Kewenangan telah direviu dan | {1 Tidak Pernah
dimutakhirkan secara periodik [ Jarang
C Senng
2 Selalu
T Wewenang dan tanggung jawab telah 0 Sangat Tidak Setuju
dikomunikasikan dengan  jelas  dan | g Tidak Semaju
dipaheami oleh C Setuju
Pegawal [l Bangat Setuju
8 Batasan kewenangan telah cdiverifikkasi |U Tidal Pernah
dan diuji U Jarang
0 Sering
[l Selaia
|9 Proses dan tingkatan otorisast telah |0 Tidek Pernal
dilaksanakan sesuai leetentuan O Jarang
O Sering
—_— S— - - i I-J Rll-]llll
F | Penyusunan Dan Penerapan Kebjjakan Yang
Sehat Tentang  Pengelolaan/Pembinaan
Sumber Daya Manusia =
1. Satuan Kerja/UPT  telah mempunyail ..
kebijakan  dan  prosedur  pengelolaan EEE:H it
SDM
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SUB UNSUR /
PERTANYAAN

JAWABAN (v]

Bila jawaban “Udek ade®, langsung ke
nomoar 7

Kebijakan da.n-_pasedur pengelalaan

SDM tersebut
secara formal

telalh didokumentasikan

0 Belum

[ Sebapian kecil
0 Sebagian besar
[ Seluruhnyva

Kebijaltan dan prosedur
SDM  tersebul  elah
kepada seluruh pegawai

pengelalaan
disouinlisasiloEn

Kebijakan dan  prosedur penpelolaan
SDM  tersebut  telah  dipahami  oleh
seluruh pegawal

[ Beham
0 Sebagian lec
[l Sebaglan bessr

srrmm

O Sebagian kecil
J Sebagian besar
J Seluruhnya

Kebijakan dan prosedur pengelolann
SDM  tersebut  telah  lengkap (sejok
rekratmen sEmpai dengan
pemberhentian pegaws:i)

d Belum

0 Sebagian kel
[0 Sebagian besar
0 Seluruhnya

Kebijakan dan prosedur pengelolaan
SDM  tersebut
sesual kebutuhan

telah dimutakbirkan

L Belum

O Sebagian kecil
O Sebagian besar
|| Seluruhnya

Pimpinan Satuan Kena/ubPT telah

menetapkan standar rekrmrmen pegawai |

scsual dengan persyaratan jabatan

0 Belum

[ Sebagian kecil
|| Sebagian besar
0 Seluruhnya

Pimpinan Sataan Kerja/UPT telah

menetapkan pola muatasi dan promosi

pegawsl  sesusu  denpgan persyaratan
jabatan dan direvig secara periodilc

O Belum

0 Sebagian kecil
(] Sebagian hesar
0 Seluruihnva

Seliap
dalam posisi
memperiimbangkan
kompetenaimya

kunci telzah
intogritas can

L0

Satuan Kerja/UPT telnh menempatian
SDM pada posisi kunci melala fit and
proper fest dan managemernl assessment

center [MAC)

SDM yung akan ditempatkan

O Sangat Tidak Setuju
O Tidak Benugpa

O Setuju

[ Banpgal Seluju

0 Belum
[} Scbagian kecil
O Sebagian besar

11

Program  pelatihan

(training needs analysis)

telah  disusun
berdesarkan analisis kebutuhan diklat

0 Beluruhnva

7 Sangat Tidek Setuju
T Tidak Setuju

[ Setuju

[ Sangat Sctuju

12

Setirp pegawal  telah
kesempatan yang
mengikuti  program
pelatihan

mendapatian
cukup
pendidikan

13

ik
dan

O Belum

O Sebagian kecil
0 Sebagian besar
0 Seluruhnya

Program pelatihan yang 'r.r_rs_:li:-ﬁgga.l:a

telah mendorong perilakn yang baik dan
kesadaran ber-SPIP

0 Sanpat Tidak Setuju
| 11 Tidak Setuju

0 Setuju

C Sangat Setuju
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SUB UNSUR |
PERTANYAAN

14

Satuan Kerja/UPT telah rnen_g,aink:asikan
anggaran vang memadail untuk psngem-
bangan SDM

JAWABAN (1)

U Sangar lidak Setuju
[l Tidak Setujn

[ Semjn

U Sangat Setuju

Lo

Satuan Kerja/UPT telah mengikutser-
takan pegawal dalam diklat
kepemimpinan dan nier personal skiil.

16

O Belum

0 Sebagian kecil
0 Bebagian besar
1 Seharuhnya

Satuan Kerja/UPT telah memiliki sistem
penilaian kinerja dar sistom
penghargaan [reward) Vang
didokumentasikan,

0 Tidak Ada
O Ada

LT

Sistem penilaian lanerjs dan  sistem
penghargaan (reward) tersebut telah
diterapkan sesuai ketentuan.

0 Belum

0 Sebagian keeil
[0 Sebagian besar
[ Seluruhnya

18

satuan Kerja/UPT telah memberikan
berbagai penghargean atas kincrja dan
produktivitas pegawail funit kerja.

C Belum

C Bechagian Kecil
C Schagian besar
0 Seluruhnya

Perwujudan persn gparal pengawasan intern
pemerintah (APIP) yang
Eicktil

3,

APIP  telah  melakukan  revia
efisiensi/efelitivitas  kegiatan
periodik.

ateg
ROCETH

O Tidak Pernah
L Jareng

O Sering

O Rutin

APP telah memberikan peringatan dind
kepada Pimpinan Satuan  Kerja/UFT
dalam penyelenggaraan tugas dan Mungsi
Satuan Kerja/UPT Pemerintah.

Tl SBangai Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

0 Setuju

[l Sangat Setuju

3 AFPIP telah berpersin dalam fasilitasi | U Tidak Pernah
penvelenggaraan  SPIP di Batuan |0 Jarang
Kerja [UPT . (1 Sering
_____ e J Rutin
4 AFIP telah melaksanakan pengawasan O Tidak Pernah
berbasis C Jarang
risileo. 0 Sering
[T || S — e d Rutin
5 APIP telah melakukan evaluasi atas | [ Tidak Pernah
efektivitas SPIP secars perindik. 0 Jarang
O Bering
O Rutin
b APIP tclah melakukan  pengujian | O Tidak Pernah
kevangan secera periodik O Jarang
O Eering
" - e , , |11 Rurin
7 APIP tebah melakukan evaluasi | © Tidak Pernah
pelaksanann pengendalian internal | O Jarang
seciTa periodik O sering
O Rutin
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N

SUB UNSUR /
PERTANYAAN

14

JAWABAN ()

Satuan Kerja/UPT telah mengalokasilan
anpgaran yang memadai untuk pengem
bangan SDM

15

—

[ Sangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

0 Setuji

0 Sangat Setuju

Satuan Kerja/UPT telah mengikutser-
takan pegawai dalam diklat
kepemumpinan dan inter personal skill.

16

0 Belum

0 Sebagian kecil
O Sebagian besar
0 Seluruhnya

Satuan Kerja/UPT telah memiliki sistern
penilaian kinerja dan gistem
penghurgaan fretoard) yang
didokumentasikan,

L7

[ Tidak Ada
U Ada

Sistem  penilaian kinerja dan
penghargaan  freward) tersebut
diterapkan sesual Ketentuan,

EIBIE
telah

0 Belum
0 Sebagian keeil
[ Sebagian besar
L Setrabny,

18

Satuian Kerja/UPT  telah memberikan

herbapal penpghargaan atas kinerja dan
produktivitas pepawai funit kerja.

0 Belum
0 Sehagian kecil
O Sebagian besar
O Selurubnya

Perwujudan peran aparat pengawasan miern
pemerintal {APTP) yang

[T Hulhn

| Efektifl
L. APIP telah melakulian reviu  atas |0 Tidak Pernah
efisiensi/efcktivitas ~ kegiatan  secara |0 Jarang
periodik, [ Sering
|0 Rutin
2 APIP telah memberikan peringatan dini |0 Sangat Tidak Setuju
kepada  Pimpinan Satuan Kerja/UPT |O Tidak Setuju
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi | U Setuju
|| Satuan Kerja /UPT Pemerintah. = | U Sangat Setuju
4 APIP telah berperan dalam fasilitasi | 0 Twdek Perneh
penyvelengparaan SPIP  di  Satan |C Jarang
Kerja/UPT , C Sering
L |0 Rutin S pep—
4 APIP telah melaksanakan peopawasan |0 Tidak Pernah
berbasis 3 Jarang
rsiko. J Sering
. ; 0 Rutin
5 APIP telah melskukan evaluasi atas | O Tidak Pernah
efelstivitas SPIF secara periodik. O Jarang
[ Sering
! ORutin
6 APIP  telah  melsloukan  pengujian |0 Tidak Pernah
keuangen secara periodik C Jarang
0 Bering
: |0 Botin |
7 APIP telah melakukan evaluasi | 0 Tidak Pernah
pelaksanaan  pengendalian  inlernal | [ Jarang
secara periodilk [ Sering



ob

T
NG ﬁ%ﬁﬁﬁ’ JAWABAN ()
4 APIP telah melakukan reviu atas| O Tidek Pernah
kepatuhan hukum dan aturen lainnya O Jarang
O Sering
- 0. Rutin
9 Temuan dan saran/rekomendas | 0 Beham
pengawasan APIP telah ditindaklaniuti, L Sebagian kecil
O Sebagian besar
|0 Seluruhnya

H | Hubungan Kerja Yang Baike Dengan Instansi |

Pemerintah Terkait o

1 Pimpinan Satuan Kerja/UPT Satuan|_ .. . . e
Kerja/UPT  telah membina hubungan gj'd”"k Parial
kera yang baik dengan | - Ea.rfmg
Instansil forganisasi lain yang memilik: EI EEH_-'.LE
keterkaitan operasional W

< Pimpinan Satuan Kerja/UPT  Satuan 0 Tidale Pernah
Kerja/UPT  telah membina hubungan L Bahirs
kerja yang baik denpan instansi/unit E;.'El:ﬁnﬁ
yvang fterkait atas fungsi pengawssan Dliuttng
(inspektorat, BPKP, BPK, dan KP'K)

Hal-hal lain vang terkait kondisi lingkungan penpgendalian yvang belum
tercakup dalam pernyataan-pernyatan di atas :

(Enda tangsn Lenps namaj

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESLA,

b

= —

fLuknMAN HAKIM SAIFUDDIND




i

© oo

10.
11.
12.

13.
14.

LAMPIRAN 10

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 580 TAHUN 2016
TENTANG

FEDOMAN PELAKSANAAN SI3TEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA

Daftar lampiran Formulir Evaluasi Lingkungen Pengendalian

Form SPIP0O1 Analisiz Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalisn

Form 5PIP-02 Rencana Tindak Lanjut Hasi! Ewvaluasi Lingkungan
Pengendalian

Form SPIP.O3 Laporan Hasil |dentifikasi dan Analisi Risiko Tingkat
Kementerian

Form SPIP.04 Laporan Hasil Tdentifikas] dan Analisi Risiko Tingkat Satuan
Kena/UPT

Form SPIP.0S Laporan Hasil Tdenniizasi dan Anahsis Risiko Kegiatan

Farm SPIP.U6 Penanganan Risiko Tingkat Kementerian

Farm SPIP.OY Penanganan Risiko Tingkat Satuan Organisasi/ Kerja/UPT
Form SPIP.03 Penanganan Risiko Tingkat Kegiatan

Form SPIP.0Y9 Informasi dan Komunikasi Hasi! Analisis dan Penanganan
Risiko Tingkat Kementeran

Form SPIP.10 Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan
Risiko Tingkat Satuan Kerja/UPT

Form SPIP.11 Informas: dan Komunikasi Hesil Analisis dan Penanganan
Risiko Tingkst Kepiatan

Form SPIP.12 Pémantauan Risiko Tingkat Kementerian

Form SPIP. 13 Pemantauan Risiko Tingkat Satuan Organisasi/ Kerja/UPT
Form SPIP. 14 Pemanlauan Risiko Tingkat Kegiatan
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